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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 012 /SK/ DINKES/ 2026

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor
7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinterja Instansi Pemerintah,
maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun
Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim
Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang
pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 — 2026

Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan Nomor
016/SK/DINKES/2025 tentang Penetapan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 — 2029.

Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan Nomor
013/KEP/KES/II/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 -
2029.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS

KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Mengesahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Tim Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai
tugas :



a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja:

b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja:

c. Melakukan evaluasi internal penerapan LKjIP pada Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

d. Melaksanakan Pelaporan LKjIP SKPD melalui Aplikasi E-
Performance

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2026

a Dinas Kesehatan

H. Trisnawarman,M.Kes,Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 012 /SK/DINKES/2026

TANGGAL : 11 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2026
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN
1 2 3
1. | Kepala Dinas Penanggung Jawab
2. | Plt. Sekretaris Dinas Ketua
3. | Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretaris
4. | Syifa Amandasari, S.AB Anggota
S. | Deasi Yuliani, SE Anggota
6. | Sari Apriany, S.ST Anggota
7. | Musafaq Harisusilo, SH Anggota
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Kepala Dinas Kesehatan
N‘ insi Sumatera Selatan,

“~___dr. H. Trisnawarman, M.Kes,Sp.KKLP
Pembina Utama Muda
NIP. 196609092006041008



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun
dengan baik dan merupakan laporan tahunan yang keempat dari implementasi
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 — 2029.

LKjIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program
dan kegiatan sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dan sebagai ukuran
keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029. Metode dan Teknik penyusunan LKjIP ini
telah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang
terlibat di dalamnya dan hendaknya dapat menjadi motivasi yang lebih inovatif
dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan. Demikian pula kekurangan yang
dialami hendaknya menjadi bahan instropeksi terhadap kebijakan yang telah
ditetapkan sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di masa mendatang.

Harapan kami, LKjIP Triwulan I tahun 2026 ini dapat menjadi salah satu
media untuk membangun kebersamaan dan sinergisitas berdasarkan kesadaran
dan komitmen bersama yang dilandaskan semangat, kejujuran dan ketulusan
untuk berbuat yang terbaik bagi kemajuan derajat kesehatan masyarakat di
Indonesia dan Sumatera Selatan pada khususnya.

Demikian LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan triwulan I
Tahun 2026, semoga digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan
dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kepada semua
pihak yang telah membatu penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan Triwulan I Tahun 2026 ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 13 Mei 2026

a Dinas Kesehatan
Wasi Sumatera Selatan

dr. H. Trisnawarman, M. Kes,Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
harapan semua pihak. Upaya untuk mencapai hal tersebut telah ditegaskan dalam
berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, penetapan kinerja, dan tata cara evaluasi

lampiran kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
bertujuan untuk mendorong akuntabilitas kinerja sebagai bagian penting dalam
mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Good governance sendiri
merupakan syarat utama bagi pemerintahan dalam memenuhi aspirasi Masyarakat
guna mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem
pertanggungjawaban yang jelas, tepat, dan sah agar penyelenggaraan pemerintah
serta Pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan

bertanggung jawab serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SAKIP pada hakikatnya adalah sistem manajemen berbasis hasil yang
berfungsi sebagai alat untuk membangun instansi pemerintah yang lebih akuntabel
sehingga mampu bekerja dengan efisien, transparan, serta responsif terhadap
kebutuhan Masyarakat dan perubahan lingkungan. Dalam penerapannya, setiap
instansi pemerintah diwajibkan Menyusun dokumen perencanaan strategis
(Startegic Plan), rencana kerja (Performance Plan), perjanjian Kkinerja
(Performance  Agreement), serta laporan pertanggungjawaban kinerja

(Performance Accountability Report).

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan

LKJIP Dinkes Prov. Sumsel Triwulan T 2026



bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan
daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, serta ringkasan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan tersebut mencakup kinerja instansi

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dokumen ini menjadi alat untuk mempertanggungjawabkan
capaian serta tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga
memberikan Gambaran atas keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian
sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Gambar dibawah ini menunjukkan
keterkaitan posisi tanggung jawab Gubernur dibantu oleh SKPD Dinas Kesehatan

dengan amanah dari rakyat/masyarakat.

KETERKAITAN POSISI DAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR DIBANTU OLEH SKPD DINAS KESEHATAN
DALAM MENGEMBAN AMANAH DARI RAKYAT ok

GUBERNUR
SUMATERA SELATAN

. Pemegang Mandat Tertinggi
Penyelenggaraan Pemerintahan

~ '(— _ = W

TANGGUNG JAWAB
‘ GUBERNUR

Menetapkan Visi, Misi
dan Prioritas Pembangunan
Daerah

l

GUBERNUR

Menetapkan Kebijakan | Kebutuhan akan Layanan

1 dan Strategi Daerah MENGE';:&;;%"ANAH Kesehatan yang Bermutu,
Merata, dan Terjangkau

l

Memastikan Akuntabilitas H; : M kat Sehat,

Moo Asibaies SKPD DINAS KESEHATAN @ Harapar: Masyaraat Seht
L Pemerintahan PROVINSI SUMATERA SELATAN
k = Perangkat Daerah yang Membantu Gubernur Partisipasi dan Pengawasan

dalam Urusan Kesehatan Masyarakat
TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN
Momtormg Evaluasi
: n  Monit
if, Kuratif, Kinerja
Daerah il i )

WUJUD NYATA KINERJA DINAS KESEHATAN
UNTUK MENJAWAB AMANAH RAKYAT

HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN
MASYARAKAT SUMATERA SELATAN YANG SEHAT,

Peningkatan Akses Penurunan y Tenaga Peningkatan Derajat
dan Mutu Layanan dan Masalah Gizi Menular & Tidak Menular Kesehatan & Fasilitas Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
‘ " PUSKESMAS _

PRODUKTIF, DAN SEJAHTERA
dnya pem L yang berkelanj;
sebagai bagian dari kemajuan daerah.
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1.2 Peran Strategis Dinas Kesehatan

Kedudukan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dijelaskan bahwa urusan kesehatan adalah urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur menjalankan
tugasnya diwilayahnya dibidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Kedudukan
Dinas Kesehatan selanjutnya dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Selatan, terakhir Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan Fungsi pada Dinas

Kesehatan.

Dalam mewujudkan Visi Daerah “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk
Semua”. Sedangkan misi yang terkait dengan bidang kesehatan adalah misi
pertama “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat,
cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia

yang berdaya saing”.

Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
pasal 4, maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah
melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah Provinsi.
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)]

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
serta sumber daya kesehatan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota;

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Provinsi;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan
bidang kesehatan.

Gambar dibawah ini menunjukkan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan :
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== R mr e e T s
x KETERKAITAN TUGAS oax FUNGSI

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pembinaan
Fasilitas & Layanan
Kesehatan

Perumusan &
Penetapan
Kebijakan Daerah

DINAS
KESEHATAN
—— PROVINSI—
PENCEGAHAN & PENGENDALIAN

Program Promosi

P, Pengembangan
& Pengendalian Penyakit 4

Tenaga Kesehatan

/\/ - £ ‘ ‘Q = A
& H & %
PERENCANAAN & ANGGARAN MONITORING & EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
Perencanaan & Supervisi & Evaluasi | Pelayanan & Edukasi

Pengelolaan Anggaran Kinerja 5| Masyarakat

AKUNTABILITAS | INOVASI | KUALITAS KESEHATAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 tahun 2006 tentang
Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Upaya kesehatan
dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kesehatan perorangan, kesehatan
masyarakat, dan kesehatan kewilayahan keterpaduan ketiga jenis pelayanan
kesehatan ini dengan didukung oleh pengelolaan adminstrasi kesehatan, informasi
kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran
serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kesehatan serta pengaturan hukum kesehatan keterpaduan unsur-unsur tersebut
diharapkan dapat menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Hal tersebut selaras dengan kriteria sistem kesehatan yang baik menurut WHO-
SEARO yang berbunyi sebagai berikut : “4 good health system dilivers QUALITY
SERVICES to all people, when and where they need them. The exact configuration
of services varies from country to country but in all case requires a robust financing

mechanism, a well-trained and adequately paid workforce, reliable information
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on which to base decisions and policies, well maintained facilities and logistics to

deliver quality medicines and technologies”.

Tema prioritas pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan tahun
2025 difokuskan pada upaya untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan merata, yang selaras dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Program Prioritas Pembangunan

Daerah mencakup 12 Program Strategis sebagai berikut :

—_—

Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)

Pendidikan yang berkeadilan

Infrastruktur Tuntas Merata

Sumsel Interkoneksi

100.000 Sultan Muda Sumsel

Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya

Sumsel Wonderfull 2030

A T A o S

10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak

12. Revitalisasi Pasar Tradisional

1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017,
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan

dibawah ini :
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STRUKTUR ORGANISASI

I DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATANW

Update Data 16 Oktober 2024

KEPALA DINAS

dr. H. Trisnawarman, M. Kes, SpKKLP
186609092006041008(1V/c)

SEKRETARIAT

@r. M. ICON HARIZON, M.K.M
NIP. 198407032008021004 (IV/a)

SUB BAG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAG KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN

EKA ASHARILSKM, M.Kes. SUCIATI, SE, M.St

NIP.198201122005011004 (1id )

NIP. 196902031992032005 {IV/a)

EDWIN YULIUS, SKM_M.SI.
NIP.186907231893031003(1V/a)

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

DEDY IRAWAN SKM. M.KM,
NIP.1882021520051 11003 (IV/a)

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN
GIZI MASYARAKAT

dr. LISA MARNIYATI, M. KM
NIP. 1882031020D6042008 {IV/a)

SEKSI PROMOSI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

H. IMAM SUBROTO, SKM,, M. Kes
NIP. 197610071996031001 (IVia)

BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

Ira Primadesa Ogatriyah,S.Si., M.Kes
NIP. 197412182003122004 (IVia)

Pit. SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA DAN OR

HERMANSYAH, SKM
NIP. 196807111992031005 (lil/d)

SEKSI SURVEILANS. IMUNISASI

Ns. H. Darsono, M.Kes,
NIP. 187512091995031001{liiVd)

Plh. SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR

Marsal Husnan, S.KM, M.Kes
NIP. 1281090S2008021005 (IVia)

SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR DAN KESWA

dr. Sarl Nazllyati Putrl, M.K.M
NIP. 188306292010012015 (lilid)

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.
NIP, 197604062009022004 (IV/ia)

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DAN TRADISIONAL

dr. UKE VERONIKA
NIP, 197802232006042012 (lIvd)

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN

H. M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM M Kes
NIP. 18810227200501 1005 {I\V/a)

SEKSI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN & MUTU AKREDITAS!

Sarl Apriyanl, S Kep. M.Kes
NIP. 198204042008022011 (llc)

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

UPTD
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BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

dr. H. ICON HARIZON, M.K.M
NIP. 188407032009021004 (IVia)

SEKSI KEFARMASIAN

INDRA GUNAWAN, SKM. ,M.Si.
NIP. 167208241996031003 (lIl/d)

SEKSIALAT KESEHATAN

TERRY SUCIATI NINGRUM.ST..M.Si
NIP. 197406061928032003 (IVia)

SEKSI SDM KESEHATAN

YUSNITA SATYAFITRI, SKM., MM
NIP. 197506061999032002 (IVia)




1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 5 dan 6), maka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu dan APBD disusun dengan

pendekatan kinerja;

Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung

Jawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, pada pasal 12 ayat (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-
SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD; kemudian Rancangan Renstra-

SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda;
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8) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkata Intruksi Presiden Nomor. 29 Tahun 2000 tentang PUG dalam

Pembangunan;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

11) Peraturan Menteri Dalam Nomor. 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah,;

13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan;

14) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 ;

15) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2016 No. 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

16) Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

17) Peraturan Gubernur Nomor. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Prov. Sumsel;

18) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
— 2023 yang memuat Tiga Prasyarat Pelembagaan PUG (Regulasi, SDM dan
Data Terpilah) dan Tujuh Proses Pelaksanaan PUG;

19) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 ;

20) Keputusan Gubernur Nomor. 614/KPTS/BPP — PA/2013 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi. Sumatera Selatan.

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Evaluasi LKjIP

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai instrumen untuk
menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan kinerja instansi
pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini juga menjadi sarana untuk memastikan
penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan Kkinerja
berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Sedangkan tujuan
penyusunan Evaluasi LKjIP adalah sebagai berikut:

1. Menilai capaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan

dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.
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3. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan tantangan yang
dihadapi dalam pelaksanaan kinerja selama periode evaluasi.

4. Memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan dan unit kerja
sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

5. Mendorong peningkatan kualitas penerapan SAKIP secara
berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah.

6. Menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam perumusan
kebijakan, perencanaan, dan penganggaran berbasis kinerja.

7. Meningkatkan akuntabilitas publik melalui penyampaian informasi
kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku

kepentingan.

1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP

Berdasarkan pada PermenPAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Evaluasi
LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026 adalah

sebagai berikut :

Bab 1 (Pendahuluan) menjelaskan gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan, landasan hukum, aspek strategis Dinas Kesehatan serta

permasalahan utama (strategic issued) yang saat ini.

Bab II (Perencanaan Kinerja) menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting

dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab Il (4kuntabilitas Kinerja) menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan pengungkapan dan penyajian

hasil dari pengukuran kinerja.
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Bab IV (Penutup) berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran berisi dokumen Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang dilaksanakan secara terintegrasi
mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan,
hingga evaluasi kinerja. SAKIP diselenggarakan sebagai instrumen
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome) serta mendukung terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik.

Penerapan SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait. Implementasi SAKIP diarahkan untuk
menjamin keselarasan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan,

penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Komponen utama penyelenggaraan SAKIP di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan meliputi:

1. Perencanaan Kinerja, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta
Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

dan target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja, yaitu proses penilaian capaian kinerja melalui
perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

3. Pelaporan Kinerja, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.
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4. Evaluasi Kinerja, yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran strategis serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi

perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga
penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Berikut gambaran diagram alur perencanaan pemerintahan.

Renstra
KL/SKPD

Rencana Strategis (teniteriar
/Lembabaga/ SKPD)

RPJM/D
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah

2  KL/SKPD

Rencana Stnerfis
Kementerian/Lembaga/SKPD)

RKP/D

Rencana Kerja
Pemermtan/Daerah

7Renja7
KL/SKPD

Rencana Kerja Kementerjan
/Lembaga/ SKPD)

N Pengukran
dan Pengumpulan
Data Kinerja

RKA KL/SKPD

«_m RKAKL/SKPD
Rencana Kerja & Anggaran MMI R 7
Kementerian/Lembaga/ SKPD)

D)

DIPA & POK
Daftar Isian Pelakzanaan Anggaran & \
Petunjuk Operasional Kegiatan
Penilaian Prestasi
| Kerja PNS/Individu

Lakip

Laporan Akuntal
Instansi Pemermtan

Perencanaan merupakan salah satu komponen yang menjadi langkah awal
dalam sistem akuntabilitas kinerja. Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang salah satu misinya berbunyi
“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” yang diukur dengan indikator

Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.
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Melalui penerapan SAKIP yang konsisten dan berkelanjutan, Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan program kesehatan serta mendorong tercapainya sasaran

pembangunan kesehatan daerah.

2.2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025 — 2029

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan
yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta
mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga merupakan
upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas
pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28
H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat di lihat dari
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status
kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian
pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mendukung percepatan
pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan
amanat UUD 1945 pasal 28 H, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
telah menyusun rencana strategi (renstra) yang berisi visi, misi serta tahapan -
tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator)

kinerja yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan kegiatan pembangunan kesehatan
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tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Visi dan Misi

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Pejabat Gubernur dalam Rencana
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 2025 -2029, maka Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan adalah: “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”
dan utamanya pada Misi pertama : “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan
yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan
berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

sumber daya manusia yang berdaya saing”.

Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan tersebut, Dinas
Kesehatan dituntut untuk mempunyai visi, misi dan strategi, sasaran, program
kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2025 — 2029 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan nomor : 016/SK/DINKES/2025.

Kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai

dengan tupoksi Dinas Kesehatan sebagai berikut:
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur

Visi: “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

Misi : “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif,
produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing”

Misi Dan Faktor
Program Permasalahan Penghambat Pendorong
No Gubernur Pelayanan SKPD
Sumsel
(1) (2) 3) (4) (5)
1 | Fokus Program : 1. Masih lambatnya | INTERNAL : INTERNAL :
AKI
1. Mewujudkan penurunai 1. Kurangnya SDM - Jumlah SDM
Masyarakat 2. Sistem pencatatan kesehatan bidan dan
Sumatera Selatan kematian ibu (kompetensi & perawat sudah
yang berkualitas, belum akurat dan jumlah) cukup

sehat, cerdas,
inovatif, produktif,
berakhlak,
berkeadilan, dan
berkeadaban
melalui
peningkatan
pengetahuan,
keterampilan, dan
kemampuan sumber|
daya manusia yang
berdaya saing

lengkap (OVM
dan OVP untuk
dilakukan
pengkajian dalam
MPDN)

3. Akses pelayanan
kesehatan ibu
belum merata,
khususnya di
daerah terpencil
(kesulitan capai
mencapai K1 dan
K5 USG oleh
dokter umum)

4. Penanganan kasus
komplikasi
kehamilan belum
optimal
dikarenakan
tenaga kesehatan

. Sarana & prasarana

belum memadai

. Pembiayaan &

anggaran terbatas

. Sistem informasi

kematian ibu
belum optimal

. Mobilitas Petugas

kesehatan di
lapangan cukup
tinggi khususnya
yang telah terlatih

. Mobilitas

pengelola program
di Dinkes
Kab/Kota cukup
tinggi Eksternal:

- Perda tentang
Kawasan Tanpa
Rokok

- Perda tentang
Jamsoskes
Sumsel Semesta

- Pera tentang
Sistem Kesehatan
Daerah

- Perda Nomor 3
tahun 2016
tentang Tugas
Belajar SDM
Kesehatan

- Pergub tentang
Gerakan
Masyarakat
Hidup Sehat

terlatih gadar - EKSTERNAL:
matneo belum
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sesuai standar 7. Koordinasi lintas
FKTP, PONED sektor belum
belum maksimal optimal

Tujuan dan Sasaran
Tujuan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salan satu Organisasi
Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
menjalankan fungsi dan kewenangan dibidang kesehatan. Dalam upaya mencapai
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dirumuskan suatu bentuk yang lebih
terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran
adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja
selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” yang diukur

dengan indikator Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 — 2029, dengan Indikator Kinerja Utama

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Universal
(Universal Pelayanan Kesehatan) Indikator kinerja yang digunakan dalam
pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 2 (dua)
indikator yaitu :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

2. Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
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2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Indikator kinerja yang digunakan

dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 4

(empat) indikator yaitu:

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna

2. Persentase Kab/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar

3. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi

4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan

sesuai standar

3. Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian

sasaran strategis tersebut ada 1 (satu) indikator yaitu: 1. Indeks Keluarga Sehat

Secara ringkas tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan 2025 — 2029

No| Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada
Tujuan/Sasaran Tahun ke
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2030
@M @ (€)] “ !l ©® | O B 9 Ao Ay
1 | Meningkatnya Derajat 1| Usia Harapan Hidup 7426 | 74.48 | 74.71 | 7494 | 75.17 | 754 75.6
Kesehatan Masyarakat 3
2| Prevelensi Stunting 158 | 148 | 13,8 | 12,9 | 12,1 | 11,3| 10,6
1.1 1| Angka Kematian Ibu 67.52| 122 109 97 86 77 | 76
Meningkatnya (AKI)
akses
masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan
Universal
(Universal
Pelayanan
Kesehatan)
2 | Persentase Cakupan 98 98,3 | 985 | 98,7 | 988 | 989 | 99
Jaminan Kesehatan
Nasional
1.2 Meningkatnya | 1| Persentase Fasilitas n/a 30 50 51 75 | 77,5| 80
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No| Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada
Tujuan/Sasaran Tahun ke
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029| 2030
@M @ €)] “ |l ©® D O 9 A9 Ay
Kualitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Terakreditasi paripurna
Persentase Kab / Kota | 94,98 83 86 89 92 95 | 100
dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
sesuai standar
Rasio tenaga kesehatan | n/a 4,9 5 53 55 | 58 6,1
dan tenaga medis
terhadap populasi
Persentase fasilitas n/a &3 86 89 92 95 | 100
pelayanan kesehatan
dengan perbekalan
kesehatan sesuai
standar
13 Indeks Keluarga Sehat/ | 0,342 | 0.342 | 0.345| 0.347 | 0.350 | 0.35| 0.35
Meningkatnya IKS 2 5
Kesadaran dan
Pembentukan
Komunitas
Gaya Hidup
Sehat
Strategi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan pada Tahun 2025, dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan,

maka dalam periode 2025 — 2029 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan

strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2. Meningkatkan Kemitraan di Bidang Kesehatan

3. Meningkatkan kebutuhan SDM pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai

Standar

4. Meningkatkan kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

LKIP Dinkes Prov. Sumsel Triwulan T 2026

20




5. Menjamin terpenuhinya Kebutuhan Obat, Vaksin, Obat Buffer Stock dan
Obat Program

6. Melanjutkan Program Berkat Plus (berobat dengan KTP + rumah singgah)

7. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

8. Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat

9. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan

10. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular

11. Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah :
1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
2. Sosialisasi, Informasi dan Evaluasi Hidup Sehat
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
4. Kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk mendukung
Kesehatan
5. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Kabupaten/ Kota
6. Pendistribusian Tenaga Kesehatan secara merata di setiap Fasyankes
7. Inventarisasi dan Pemetaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di setiap
Jenjang Fasilitas Kesehatan
8. Pemenuhan Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di setiap Jenjang
Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Kewenangan
9. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan
10. Penyediaan Obat, Vaksin, Obat Buffer Stock dan Obat Program setiap
tahunnya sesuai dengan Kebutuhan Program Pelayanan Kesehatan

11. Penyusunan Perda Integrasi Program JKN-KIS
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

Penyediaan Sharing Anggaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk
Masyarakat tidak mampu yang belum memiliki Kartu JKN- KIS melalui PBI-
APBD

Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Menjamin Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan AKI dan AKB

Semua Ibu Hamil harus mendapatkan Pelayanan ANC Terpadu

Semua Ibu harus melakukan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan di dan
Fasilitas Kesehatan

Semua Neonatus, Bayi dan Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar

Peningkatan Pelayanan KB sesuai Standar

Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Stunting

Konvergensi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Lokus Stunting (17
Kab/Kota)

Intervensi Pelayanan Gizi Fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan

Seluruh Bayi dan Balita harus ditimbang setiap bulan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan

Penguatan Kapasitas SDM Kesehatan terkait Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit

Dukungan Anggaran untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular

Penguatan Kapasitas Petugas Imunisasi

Pengangkatan Tenaga Kesehatan Daerah melalui Seleksi sesuai dengan

Kompetensi dan Standar Mutu.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada

dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
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tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian
reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah membuat Perjanjian
Kinerja tahun 2026 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian
Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan ukuran
kinerja yang akan dicapai dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan pada akhir Tahun 2026. Perjanjian kinerja tersebut disusun berdasarkan
pada Rencana Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026 dan sesuai atau mengacu
pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 -

2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut :

Rencana Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian
Satuan Target
1 | Meningkatnya Derajat Usia Harapan Hidup
Kesehatan Masyarakat (UHH) Tahun 74,71
Prevelensi Stunting % 13,8
2 | Menin gkatnya akses Angka Kematian Ibu /1().0_()0(). 109
masyarakat terhadap (AKI) kelahiran hidup
pelayanan kesehatan Persentase Cakupan
Universal (Universal Jaminan Kesehatan % 98,5
Pelayanan Kesehatan) Nasional
3 | Meningkatnya Kualitas Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan % 50
Terakreditasi paripurna
Persentase Kab / Kota
dengan Fasilitas o
Pelayanan Kesehatan % 86
sesuai standar
Rasio tenaga kesehatan
dan tenaga medis rasio 5
terhadap populasi
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Rencana Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian
Satuan Target
4 | Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
dengan perbekalan Yo 86
kesehatan sesuai standar
Meningkatnya 1 | Indeks Keluarga Sehat
Kesadaran dan
Pembentukan % 0.345
Komunitas Gaya Hidup
Sehat
Jumlah anggaran yang dialokasikan pada tahun 2026 sebesar

Rp. 456.345.269.563 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat
Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh

Tiga Rupiah).

Tabel 3.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan APBD
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG Persentase kegiatan 100% 256.801.335.963
URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah
provinsi yang terlaksana
I | Perencanaan, Persentase terlaksananya 100% 558.040.000
Penganggaran, dan kegiatan perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat | penganggaran, dan evaluasi
Daerah kinerja perangkat daerah
1 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Capaian 3 laporan 558.040.000
Laporan Capaian Kinerja dan | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
II | Administrasi Keuangan Persentase terlaksananya 100% 230.500.845.554
Perangkat Daerah kegiatan administrasi
kepegawaian
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
2 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 12 bulan 229.890.845.554
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
3 | Pelaksanaan Penatausahaan Jumlah Dokumen 4 550.000.000
dan Pengujian/Verifikasi Penatausahaan dan dokumen
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
4 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan 1 laporan 60.000.000
Laporan Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
III | Administrasi Barang Milik | Persentase Terlaksananya 100% 76.000.000
Daerah pada Perangkat kegiatan administrasi
Daerah Barang Milik Daerah
5 | Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen 1 76.000.000
Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik dokumen
Daerah SKPD
IV | Administrasi Kepegawaian | Persentase Terlaksananya 100% 336.000.000
Perangkat Daerah kegiatan administrasi
kepegawaian
6 | Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 234 300.000.000
Pegawai Berdasarkan Tugas | Tugas dan Fungsi yang orang
dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
7 | Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang 234 36.000.000
Perundang- Undangan Mengikuti Sosialisasi Orang
Peraturan Perundang-
Undangan
V | Administrasi Umum Persentase terlaksananya 100% 2.001.000.000
Perangkat Daerah kegiatan administrasi
Umum
8 | Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 paket 100.000.000
Instalasi Listrik/Penerangan | Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
9 | Penyediaan Peralatan Rumah | Jumlah Paket Peralatan dan 1 paket 225.000.000
Tangga Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
10 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik | 2 paket 240.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
11 | Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah Paket Barang Cetakan | 2 paket 500.000.000
dan Penggandaan dan Penggandaan yang
disediakan
12 | Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan 1 2.000.000
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Dokumen
Undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
13 | Penyelenggaraan Rapat Jurnlah Laporan 4 720.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Laporan
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
14 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 3 214.000.000
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem dokumen
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
VI | Pengadaan Barang Milik Persentase terlaksananya 100% 2.665.900.000
Daerah Penunjang Urusan | kegiatan Pengadaan Barang
Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
15 | Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang 15 paket 450.000.000
Disediakan
16 | Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 140 unit 1.350.000.000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Disediakan
VII | Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase terlaksananya 100% 11.174.450.409
Urusan Pemerintahan kegiatan penyediaan jasa
Daerah penunjang urusan
pemerintah daerah
17 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan | 1 laporan 4.000.000
Menyurat Jasa Surat Menyurat
18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumlah Laporan Penyediaan | 4 laporan 2.539.750.409
Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 5 laporan 8.630.700.000
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
VIII | Pemeliharaan Barang Milik | Persentase terlaksananya 100% 6.855.000.000
Daerah Penunjang Urusan | kegiatan pemeliharaan
Pemerintahan Daerah barang milik Daerah
20 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 56 Unit 900.000.000
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
Perizinan Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya
21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 3 unit 5.405.000.000
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana | 50 unit 550.000.000
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
IX | Peningkatan Pelayanan Persentase terlaksananya 100% 3.500.000.000
BLUD kegiatan peningkatan
pelayanan BLUD
23 | Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang 1 unit 3.500.000.000
Pelayanan BLUD Menyediakan Pelayanan dan kerja
Penunjang Pelayanan
PROGRAM PEMENUHAN Jumlah Kematian Ibu 109 198.003.933.600
UPAYA KESEHATAN /100.000
PERORANGAN DAN UPAYA kelahiran
KESEHATAN MASYARAKAT hidup
I | Penyediaan Fasilitas Persentase Ketersediaan 100% 15.640.000.000
Pelayanan, Sarana, Obat dan Vaksin sesuai
Prasarana dan Alat kebutuhan
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
24 | Pengadaan dan Pemeliharaan | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi 5 unit 80.000.000
Alat Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan
Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional
Maintainance Center yang
Disediakan dan Dipelihara
25 | Distribusi Alat Kesehatan, Jumlah Dokumen Distribusi 1 360.000.000
Obat, Vaksin, Makanan dan | Alat Kesehatan, Obat, dokumen
Minuman serta Fasilitas Vaksin, Makanan dan
Kesehatan Lainnya Minuman serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
26 | Pengadaan Obat, Vaksin, Jumlah Obat, Vaksin, 100 15.200.000.000
Makanan dan Minuman serta | Makanan dan Minuman serta paket
Fasilitas Kesehatan Lainnya | Fasilitas Kesehatan Lainnya
yang Disediakan
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
II | Penyediaan Layanan Prevalensi Stunting 13,8 % 181.622.461.600
Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah
Provinsi
27 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk yang 248.927 340.000.000
Kesehatan bagi Penduduk Mendapatkan Layanan orang
Terdampak Krisis Kesehatan | Kesehatan yang Terdampak
Akibat Bencana dan/atau Krisis Kesehatan Akibat
Berpotensi Bencana Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana Provinsi Sesuai
Standar
28 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk yang 29.671 340.000.000
Kesehatan bagi Penduduk Mendapatkan Layanan orang
pada Kondisi Kejadian Luar | Kesehatan pada Kondisi
Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa Provinsi
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
29 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 15 540.948.000
Kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan dokumen
Kesehatan Ibu dan Anak
30 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 4 120.000.000
Kesehatan Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan dokumen
Kesehatan Usia Produktif
31 | Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan 3 50.000.000
Kesehatan Usia Lanjut Kesehatan Usia Lanjut dokumen
32 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 9 300.000.000
Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan dokumen
Kesehatan Gizi Masyarakat
33 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 2 120.000.000
Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Pelayanan dokumen
Olahraga Kesehatan Kerja dan
Olahraga
34 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 6 1.037.722.000
Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan dokumen
Kesehatan Lingkungan
35 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 50.000.000
Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan dokumen
Promosi Kesehatan
36 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 2 50.000.000
Kesehatan Tradisonal, Pengelolaan Pelayanan dokumen
Akupuntur, Asuhan Mandiri | Kesehatan Tradisional,
dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional Lainnya
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
37 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 24 760.000.000
Kesehatan Penyakit Menular | Pengelolaan Pelayanan dokumen
dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular
38 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 4 85.670.000
Kesehatan Haji Pengelolaan Pelayanan dokumen
Kesehatan Haji
39 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 1 28.000.000
Kesehatan Orang dengan Pengelolaan Pelayanan dokumen
Masalah Kesehatan Jiwa Kesehatan Orang dengan
(ODMK) Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
40 | Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil 8 174.999.254.000
Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Jaminan dokumen
Kesehatan Masyarakat
41 | Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil 7 500.000.000
Kesehatan Pengelolaan Surveilans dokumen
Kesehatan
42 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil 1 30.221.600
Penerapan SPM Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi dokumen
Kesehatan Lintas Penerapan SPM Bidang
Kabupaten/Kota Kesehatan Lintas
Kabupaten/Kota
43 | Pembinaan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 1 80.000.000
Upaya Pelayanan Kesehatan | Pembinaan Pelaksanaan dokumen
Upaya Pelayanan Kesehatan
44 | Verifikasi dan Penilaian Jumlah Dokumen Hasil 5 180.000.000
Kelayakan Puskesmas dan Verifikasi dan Penilaian dokumen
Registrasi Puskesmas Kelayakan Puskesmas dan
Registrasi Puskesmas
45 | Investigasi Lanjutan Jumlah Dokumen Hasil 4 120.000.000
Kejadian Ikutan Pasca Investigasi Lanjutan Kejadian | dokumen
Imunisasi dan Pemberian Ikutan Pasca Imunisasi dan
Obat Massal oleh Pemberian Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
46 | Penyediaan dan Pengelolaan | Jumlah Public Safety Center 1 unit 300.000.000
Sistem Penanganan Gawat (PSC 119) Tersedia,
Darurat Terpadu (SPGDT) Terkelola dan Terintegrasi
dengan Rumah Sakit dalam
Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
47 | Pengelolaan Rujukan dan Jumlah Dokumen Hasil 2 1.150.646.000
Rujuk Balik Pengelolaan Rujukan dan dokumen
Rujuk Balik
48 | Upaya Pengurangan Risiko Jumlah Dokumen Hasil 2 400.000.000
Krisis Kesehatan Upaya Pengurangan Risiko dokumen
Krisis Kesehatan
49 | Pengelolaan Pelayanan Jumlah Keluarga yang Sudah 100 40.000.000
Kesehatan Dasar Melalui Dikunjungi dan Diintervensi keluarga
Pendekatan Keluarga Masalah Kesehatannya oleh
Tenaga
Kesehatan Puskesmas
III | Penyelenggaraan Sistem Persentase terlaksananya 100% 211.472.000
Informasi Kesehatan secara | kegiatan sistem informasi
Terintegrasi Kesehatan
50 | Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil 1 211.472.000
Informasi Kesehatan Pengelolaan Data dan dokumen
Informasi Kesehatan
IV | Penerbitan Izin Rumah Persentase Rumah Sakit 100% 530.000.000
Sakit Kelas B dan Fasilitas | Rujukan yang
Pelayanan Kesehatan Terakreditasi
Tingkat Daerah Provinsi
51 | Pengendalian dan Jumlah Rumah Sakit yang 85 unit 30.000.000
Pengawasan serta Tindak Melakukan Peningkatan Tata
Lanjut Perizinan Rumah Kelola Sesuai Standar
Sakit Kelas B dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
52 | Peningkatan Tata Kelola Jumlah Rumah Sakit yang 85 unit 200.000.000
Rumah Sakit melakukan Peningkatan Tata
Kelola sesuai Standar
53 | Peningkatan Mutu Pelayanan | Jumlah Fasilitas Kesehatan 453 Unit 300.000.000
Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional Mutu
(INM) Pelayanan Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN Rasio tenaga kesehatan dan 5 rasio 400.000.000
KAPASITAS SUMBER DAYA tenaga medis terhadap
MANUSIA KESEHATAN populasi
I | Perencanaan Kebutuhan Persentase terlaksananya 100% 75.000.000
Sumber Daya Manusia kegiatan Perencanaan
Kesehatan untuk UKM dan | Kebutuhan Sumber Daya
UKP Provinsi Manusia Kesehatan untuk
UKM dan UKP Provinsi
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
54 | Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya 100 40.000.000
Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan yang orang
Kesehatan Memenuhi Standar di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)
55 | Distribusi dan Pemerataan Jumlah Sumber Daya 100 35.000.000
Sumber Daya Manusia Manusia Kesehatan yang orang
Kesehatan Terdistribusi
II | Pengembangan Mutu dan Persentase terlaksananya 100% 325.000.000
Peningkatan Kompetensi kegiatan Pengembangan
Teknis Sumber Daya Mutu dan Peningkatan
Manusia Kesehatan Kompetensi Teknis Sumber
Tingkat Daerah Provinsi Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Provinsi
56 | Peningkatan Kompetensi dan | Jumlah Dokumen Hasil 100 50.000.000
Kualifikasi Sumber Daya Kompetensi dan Kualifikasi orang
Manusia Kesehatan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
57 | Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah Dokumen Hasil 1 275.000.000
Sumber Daya Manusia Pembinaan dan Pengawasan | dokumen
Kesehatan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN Persentase Ketersediaan 100% 400.000.000
FARMASI, ALAT KESEHATAN | Obat dan Vaksin sesuai
DAN MAKANAN MINUMAN Kebutuhan
I | Penerbitan Pengakuan Jumlah PBF Cabang yang 18% 400.000.000
Pedagang Besar Farmasi dibina dan diawasi dalam
(PBF) Cabang dan Cabang | rangka Penerbitan dan
Penyalur Alat Kesehatan Tindaklanjut Penerbitan
(PAK) Perizinan
58 | Pengendalian dan Jumlah PBF Cabang dan 37 sarana 400.000.000
Pengawasan serta Tindak Cabang PAK yang
Lanjut Penerbitan Pengakuan | Dikendalikan dan Diawasi
PBF Cabang dan Cabang dalam rangka Penerbitan dan
PAK Tindaklanjut Penerbitan
Perizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN | Persentase Kab/Kota yang 40 % 740.000.000
MASYARAKAT BIDANG melakukan kampanye
KESEHATAN Kesehatan (pembudayaan
hidup sehat)
I | Advokasi, Pemberdayaan, | Persentase Kabupaten Kota 50% 340.000.000

Kemitraan, Peningkatan
Peran Serta Masyarakat

dengan Minimal 75%
Posyandu Siklus Hidup yang
Aktif
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No Program/Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp)
Kegiatan
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi
59 | Peningkatan Upaya Advokasi | Jumlah Dokumen Hasil 5 340.000.000
Kesehatan, Pemberdayaan, Advokasi Kesehatan, dokumen
Penggalangan Kemitraan, Pemberdayaan, Penggalangan
Peran Serta Masyarakat dan | Kemitraan, Peran serta
Lintas Sektor Tingkat Daerah | Masyarakat dan Lintas Sektor
Provinsi Tingkat Daerah Provinsi
II | Pelaksanaan Komunikasi Persentase Kabupaten Kota 50% 400.000.000
Informasi dan Edukasi dengan Minimal 75%
(KIE) Perilaku Hidup Posyandu Siklus Hidup yang
Bersih dan Sehat dalam Aktif
rangka Promotif Preventif
Tingkat Daerah Provinsi
60 | Penyelenggaraan Promosi Jumlah Dokumen Hasil 3 400.000.000
Kesehatan dan Perilaku Promosi Kesehatan dan dokumen
Hidup Bersih dan Sehat Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat
JUMLAH (60 Kegiatan) 456.345.269.563
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 telah melaksanakan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan periode 2025 — 2029. Perkembangan capaian

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada

Triwulan ke I Tahun 2026 periode Renstra 2025 — 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2026

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kategori | Sumber Data
%

1 | Tujuan1: Usia Harapan Hidup 74,71 74,76 100 Kesehatan
Meningkatnya Derajat (UHH) Keluarga & Gizi
Kesehatan Masyarakat Masyarakat

2 Prevelensi Stunting 13,8 0,91 6,59 Kesehatan

Keluarga & Gizi
Masyarakat
3 | Sasaran 1 : Angka Kematian Ibu 109 8,59 0,078 Kesehatan
Meningkatnya akses (AKI) Keluarga & Gizi
masyarakat terhadap Masyarakat
4 pelgyanan Kes.ehatan Persentase Cakupan 98,5 100,18 101,71 Pelayanan
Universal (Universal Jaminan Kesehatan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan) Nasional Rujukan
5 | Sasaran2: Persentase Fasilitas 50 68,97 229.9 Fasyankes dan
Meningkatnya Kualitas | Pelayanan Kesehatan Mutu Akreditasi
Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna
6 Persentase Kab / Kota 86 56,11 67,60 Sedang Fasyankes dan
dengan Fasilitas Mutu Akreditasi
Pelayanan Kesehatan
sesuai standar

7 Rasio tenaga kesehatan 5 3,98 79,6 Tinggi | SDM Kesehatan
dan tenaga medis
terhadap populasi

8 Persentase fasilitas 86 79,4 92,3 Kefarmasian

pelayanan kesehatan
dengan perbekalan
kesehatan sesuai
standar

9 | Sasaran 3 : Indeks Keluarga Sehat 0,345 N/A N/A Pelayanan
Meningkatnya Kesehatan
Kesadaran dan Primer dan
Pembentukan Tradisional
Komunitas Gaya Hidup
Sehat
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3.2 Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas
utama sesuai dengan kewenangan wajib yang telah dilimpahkan dalam bidang
kesehatan. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, secara keseluruhan telah dapat dilaksanakan.
Namun tingkat keberhasilan yang dicapai pada Triwulan I Tahun 2026 belum
sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Berbagai faktor internal maupun eksternal memberikan pengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian sasaran dan target indikator kinerjanya.

Rincian analisis capaian kinerja utama dari masing-masing sasaran pada
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I Tahun 2026 dapat

diuraikan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan tiga sasaran strategis.
Selama triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan upaya untuk mencapai sasaran

strategis tersebut dengan tingkat pencapaian dapat dijelaskan dibawah ini.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap
capaian sasaran strategis diatas sebanyak 2 (dua) indikator. Capaian per indikator

adalah sebagai berikut :

Capaian Triwulan I Tahun 2026
Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori

Indikator Kinerja

Usia Harapan Hidup

0
(UHH) %o 74,71 74,76 100
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[Matode Baru] Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Farm SP2020) Manurut Provinai, 2025
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Sumber Data : BPS Prov Sumsel

Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) hanya di hasilkan secara
tahunan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga data yang
ada di tahun terakhir yaitu tahun 2025, BPS belum bisa menyajikan data capaian

per triwulan.

Indikator Kineria Capaian Triwulan I Tahun 2026
] Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kate
2 Prevelensi Stunting % 13,8 0,91 6,59

Persentase Prevelensi Stunting pada Triwulan I tahun 2026 ditargetkan
maksimal 13,8% dan terealisasi 0,91 atau sebesar 6,59%. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2026, Capaian prevalensi stunting menunjukkan
hasil yang semakin baik, dimana semakin rendah angka stunting dibandingkan

target yang ditetapkan maka semakin baik tingkat keberhasilan program.

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek.

Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama
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pada masa janin hingga 2 tahun pertama kehidupan seorang anak (Black et al.,
2008). Anak dengan stunting memiliki IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan
anak yang normal (Grantham-McGregor et al., 2007). Stunting pada balita
merupakan factor risiko meningkatnya angka kematian, menurunkan kemampuan
kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-fungsi tubuh yang tidak
seimbang. Diketahui bahwa persentase stunting pada anak Balita di Sumatera
Selatan tahun 2023 sebesar 20,3%. (sumber : SSGI Thn. 2023). Jika dibandingkan
dengan target akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 22,5% maka capaian tahun 2023
telah melebihi dari target yang ditetapkan Angka stunting nasional berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 30,8%, jika dibandingkan dengan
capaian nasional maka capaian stunting provinsi Sumatera Selatan sebesar 18,6%

lebih baik dari capaian nasional.

Grafik 3.1 Persentase Stunting di Sumatera Selatan Pertriwulan 1 (satu)

Tahun 2026

14

12

10

0,91

Triwulan | Target 2026

Berdasarkan data e-PPGBM per Maret tahun 2026, proporsi stunting di Provinsi
Sumatera Selatan meningkat dari target yang ditetapkan, semoga triwulan

berikutnya tetap/semakin meningkat.
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Grafik 3.2
Persentase Stunting
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan [ Tahun 2026
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Sumber: Sigizi Kesga, 23 April 2026

Pencapaian yang tertinggi pada Kab. OKUT (0,11), Kota Palembang (0,13) dan
Kota Prabumulih (0,34) sedangkan yang terendah pada Kab. Musi Rawas (5,85).

Faktor Penghambat/Pendorong antara lain :

1.

Lokasi balita stunting berada di daerah yang sulit dijangkau karena ikut ortu
ke kebun

Orangtua balita stunting tidak kooperatif dalam penanganan stunting,
terutama pada balita stunting dengan penyakit penyerta

Keterbatasan tenaga gizi dan pendamping keluarga berisiko di beberapa
wilayah

Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam wupaya percepatan

penurunan stunting
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Upaya yang perlu dilakukan untuk terus menekan stunting antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan Posyandu aktif untuk meningkatkan cakupan

penimbangan balita.

2. Melakukan kunjungan rumah untuk balita yang tidak/jarang ke Posyandu

sebagai deteksi dini stunting dengan bantuan kader Posyandu

3. Meningkatkan koordinasi dan dukungan lintas sektor/program dalam upaya

percepatan dan penurunan stunting

4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan intervensi pada keluarga berisiko

stunting secara berkelanjutan.

Capaian | Kategori

. . Capaian Triwulan I Tahun 2026
Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi
Angka Kematian Ibu /
AKI
3, | (AKD 100.000 1109 | g59 | 0,078
kelahiran
hidup

Angka Kematian Ibu (AKI)
sampai bulan Maret 2026 ditargetkan
109/100.000  kelahiran  hidup dan
terealisasi 8,59 per 100.000 kelahiran
hidup atau sebanyak 15 kasus per 174.498
atau sebesar 7,88%. telah memenuhi
target Triwulan I (27,25) dimana target
Tahun 2026 sebesar 109. Hal ini
menunjukkan adanya perbaikan dalam

pelayanan Kesehatan ibu khususnya pada

aspek ANC, deteksi resiko tinggi, dan rujukan. Namun demikian, masih diperlukan

Upaya akselerasi untuk penurunan tren angka kematian ibu untuk peningkatan

kualitas pelayanan maternal secara komprehensip dan berkesinambungan.
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Grafik 3.3 Angka Kematian Ibu per Kab/Kota
D1 Sumatera Selatan s.d Maret Tahun 2026

Penyebab tingginya jumlah kematian ibu dikarenakan :
1. Masih kurangnya kesadaran dan pentingnya ibu dalam pemeriksaan K1 dan

K35 oleh dokter

(e

Kurangnya kepatuhan petugas terhadap SOP

[98)

. Kurangnya KIE yg mendalam terhadap Ibu hamil dan keluarga tentang
dampak dan resiko yg terjadi apabila ibu hamil dengan resiko
tinggi/penyakit penyerta tidak ditangani dengan baik oleh nakes/faskes
tindak lanjut

AN

. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi lintas program dan linsek

N

. Keterbatasan tenaga terlatih

(o)

. Masih ada persalinan non fasyankes, belum ada tenaga kesehatan terlatih
kegawatdaruratan mat neo
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu, antara lain :
1. Meningkatkan kesadaran ibu dengan melakukan KIE pada kegiatan kelas
Ibu Hamil

LKJIP Dinkes Prov. Sumsel Triwulan I 2026 39



2. Meningkatkan peran kader dalam pendampingan ibu hamil, agar memiliki
kesadaran untuk memeriksakan kehamilan secara rutin.

3. Melakukan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan, pada ibu hamil yang
jarang melakukan pemeriksaan di Puskesmas

4. Pembinaan bidan di desa dan bidan di Pustu serta bidan koor di PKM

5. Pengkajian kasus kematian maternal dg menghadirkan bidan yg mempunyai
kasus serta faskes rujukan kasus dan difasilitasi oleh dr spesialis sbg tim
pengkaji

6. Rapat Koordinasi AMPSR dg lintas program

7. Pendampingan Tim Ahli ke PKM serta kerjasama antar faskes tingkat dasar

dan rujukan

Capaian Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori

Persentase Cakupan
Jaminan Kesehatan

Nasional %o 98,5 100,18 | 101,71

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
sampai Maret 2026 sebesar 100,18%. Jika dibandingkan dengan target sebesar
98,5% maka capaian triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 101,71%, dengan kata

lain indikator kinerja ini sudah melebihi dari target renstra 2025 - 2029.
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Grafik 3.4 Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) per Triwulan I Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Seksi Rujukan Dinkes Maret 2026

Jika dilihat dalam pertriwulan I Tahun 2026, Persentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan dari target
yang ditetapkan, diharapkan pada triwulan berikutnya tetap atau semakin

meningkat.

Grafik 3.5 Kepesertaan BPJS Kesehatan Per Kab/Kota di Sumatera Selatan s.d

Maret 2026
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Sumber : Seksi Rujukan Dinkes Maret 2026
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Dari grafik diatas, pencapaian tertinggi kepesertaan BPJS yaitu Kab. Muara
Enim sebesar 103,20%, dan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 102,89%
sedangkan pencapaian yang terendah pada Kab. Empat Lawang sebesar 88,22%.
Permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Komitmen penganggaran Pemkab/Pemkot untuk JKN belum optimal.

2. Penonaktifan mendadak peserta PBI-JK oleh Kemensos menghambat
pelayanan.
3. Data BNBA PBI-JK tidak dapat diverifikasi karena masking data BPJS.
4. Masih terdapat hutang Program Jamsoskes Sumsel Semesta 2018 sebesar
+ Rp70 miliar.
5. Permasalahan validasi data kependudukan (NIK tidak online).
Analisis:
1. Komitmen Penganggaran Pemkab/Pemkot Belum Optimal
Dampak: Anggaran daerah yang tidak memadai berpotensi menurunkan
kepesertaan aktif JKN, terutama bagi segmen PBPU yang dibiayai Pemda.
Risiko: Penonaktifan massal peserta, menurunkan pencapaian UHC, serta
menambah beban keuangan Pemprov.
2. Penonaktifan Mendadak Peserta PBI-JK oleh Kemensos
Dampak: Menghambat pelayanan kesehatan karena peserta tiba-tiba
kehilangan akses.
Risiko: Meningkatkan keluhan masyarakat, menurunkan kepercayaan
terhadap program JKN, dan menimbulkan beban administratif tambahan

bagi Pemda dan fasilitas kesehatan.

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Capaian Triwulan I Tahun 2026
Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Persentase Fasilitas % 50 68,97 229.9
5 | Pelayanan  Kesehatan
Terakreditasi paripurna

Indikator Kinerja
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Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna sampai

bulan Maret 2026 ditargetkan 50% dan terealisasi 68,97% atau sebesar 229,9%.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2026, maka

hasil capaian sudah mencapai dari target renstra 2025-2029.

Tabel 3.2 Capaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Triwulan |

Tahun 2026
JUMLAH STATUS AKREDITAS! PUSKESMAS "
NO KABUPATEN/KOTA PUSKESMAS | DASR | MADYA__[UrAva] PARPURNA [BELUMKEWUAR| TOTAL | .o
ML) % | ML % | ML | M) % | ML | % | L] %
1 |OGAN KOMERING ULU 18 | 0] 0| L |5%] 1073209 0] 0] w0 o0
2 |0GAN KOMERING ILR 3 | o] o] 4 |un| u | 5] 45| 0| 0|3 |w0]| o0
3 |MUARAENIM % | o] o] 2 |8k ]| 10| 0| s0m]| 0| o | ww| o
4 |LAHAT 3 | o] o] 4 |us| B | 8| 28| 0| 0 |3» w0 o0
5 |MUSIRAWAS 9 | o] 0| o |oow| 1 | 18| %M | 0| o |1 w0 o0
6 |MUSIBANYUASIN ® o] o] 1 || 9 |9 e 0| 0 |»|w| o
8 |OKUSELATAN 9 | o] o] o |ow| 4 | 5] 8% | 0| 0 || w0 o0
9 |OKUTIMUR % o] o] 1 |4 ]| 5 7| 08| 0| o|n|ss 1
10 |0GAN LR 5 | o|o] 3 |nw| 5| 7] 80| 0| 0|5 w0 o
7 [BANYUASIN 3 | o] o] 0o |ow| 18 |15 445 0| 0|3 |w0]| o0
1L |EMPAT LAWANG 0 | o] o| 1t Jww| 7 | 2] 00| 0| 0w ww| o0
13 |MUSI RAWAS UTARA 3 0] 0| o |ow| o | 8 |ww]| o | o |8 |w| o
12 |PENUKAL ABAB LEMATANG ILR g 0 | 0| 1t |u| 4 | 4| @m | o | o |9 |w]| o
14 |PALEMBANG n | o] o] o0 |ow]| 4 |8 | w8 | 0] 0| & |w| o
15 |PRABUMULIH g 0] 0| o |oow| 1 | 8| 8®]| 0| 0|9 |w| o0
16 [PAGARALAM 7 0o o |ow| 5 | 2| s | o 0] 7 |w| o
17 |LUBUKUNGGAU 0 | o]o| o |ow| 3 | 7|00 o o |n|w| o
PROV. SUMSEL 34 | 0] 0] 18 | 508 133 |202] 5706 | 0 | 0 | 3|7 1
JUMLAR STATUS AKREDITASI .
NO KAB/KOTA l;ﬂg‘;ﬂ i%{%M MADYA UTAMA PARIPURNA PARIPURNA
OGAN  KOMERING
oo 8 0 0 1 6 75.00
OGAN  KOMERING
2 LR B 1 0 1 1 50.00
3 MUARA ENIM 7 0 0 3 4 57.14
4 |LAHAT 4 0 0 1 2 50.00
5 MUSIRAWAS 3 0 0 0 2 66.67
6 |MUSIBANYUASIN 3 0 0 0 3 100.00
7 |OKU SELATAN 1 0 0 0 1 100.00
§ OKU TIMUR 4 0 0 0 4 100.00
9 |OGANILIR 3 0 1 0 2 66.67
10 BANYUASIN 6 0 0 1 5 83.33
11 EMPATLAWANG 2 1 0 0 1 50.00
12 MUSIRAWAS UTARA |1 0 0 0 1 100.00
PENUKAL ABAB
B | EMATANG ILIR 1 0 0 0 2 200.00
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NO

14
15
16
17

KAB/KOTA

PALEMBANG
PRABUMULIH
PAGARALAM

LUBUKLINGGAU

PROV. SUMSEL

STATUS AKREDITASI

MADYA |[UTAMA

JUMLAH

RUMAH BELUM
SAKIT AKRE

33 0 0
4 0 0
1 0 0
6 0 0
89 5 1

i =R =21
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Grafik 3.6 Capaian Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan

Triwulan I Tahun 2026
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Status Akreditasi Rumah Sakit dari 89 Rumah Sakit yang belum akreditasi
ada 5 Rumabh Sakit. Terdiri dari 3 RSUD baru operasional akhir 2025 dan 2 Rumah

Sakit menunggu pengganggaran APBD 2026. Tindak Lanjut yang dilakukan

adalah Pembinaan dan pengawasan, Monitoring evaluasi usulan permohonan

akreditasi.

Indikator Kinerja

Capaian Triwulan I Tahun 2026

Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Persentase Kab / Kota % 86 56,11 67,60 Sedang
dengan Fasilitas
o Pelayanan  Kesehatan
sesuai standar
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Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
sampai bulan Maret Tahun 2026 ditargetkan 86% dan terealisasi 56,11% atau
sebesar 67,60%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada triwulan |
tahun 2026, maka hasil capaian belum mencapai dari target renstra 2025-2029.

Permasalahan yang terjadi antara lain masih ada fasilitas pelayanan
kesehatan (RS dan Puskesmas) dengan SPA belum standar, karena banyak SPA
yang rusak dan belum diupdate dalam aplikasi ASPAK.

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan
perencanaan pemenuhan SPA sesuai standar dan penginputan dalam aplikasi
ASPAK, advokasi untuk pengusulan alat kesehatan melalui Sophi dan Sihren tahun
2026.

Tabel 3.4 Capaian Puskesmas yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan

yang sesuai dengan standar Triwulan I Tahun 2026

1 Ogan Komering Ulu 18 1 5,56 17 100
2 |Ogan Komering llir 33 0 0,00 33 91
3 Muara Enim 24 23 95,83 1 96
4 [Lahat 35 6 17,14 29 100
5 Musi Rawas 19 8 42,11 11 100
6 Musi Banyu Asin 29 3 10,34 26 100
7 |Banyu Asin 33 4 12,12 29 97
8 |[OKU Selatan 19 5 26,32 14 100
9 |OKUTimur 24 6 25,00 18 100
10 |Ogan llir 25 2 8,00 23 92
11 |Empat Lawang 10 2 20,00 8 80
12 |PALI 9 1 11,11 8 100
13 |Musi Rawas Utara 8 2 25,00 6 88
14 [Palembang 42 14 33,33 28 95
15 |Prabumulih 9 1 11,11 8 100
16 [Pagaralam 7 1 14,29 6 71
17 [Lubuk Linggau 10 0 0,00 10 70

Dari tabel diatas jumlah Puskesmas di Prov Sumsel 354 unit. Jumlah
Puskesmas yang memiliki SPA standar ada 79 Unit (22,32%). Jumlah Puskesmas
yang memiliki SPA belum standar ada 275 unit (77,68%).
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Tabel 3.3 Capaian Rumah Sakit yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan

yang sesuai dengan standar Triwulan I Tahun 2026

KETERSEDIAAN SPA STANDAR PADA RUMAH SAKIT
31 Maret 2026
Jumlah

NO |Kab/Kota RS SPA Standar |Persentase
1 Kab. Ogan Komering Ulu 8 4 50
2 Kab. Ogan Komering Ilir 2 2 100
3 Kab. Muara Enim 7 7 100
4 Kab. Lahat 4 2 50

5 Kab. Musi Rawas 3 2 66.7
6 Kab. Musi Banyu Asin 3 3 100
7 Kab. Banyuasin 6 6 100
8 Kab. Oku Selatan 1 1 100
9 Kab. Oku Timur 4 4 100
10 Kab. Ogan Ilir 2 2 100
11 Kab. Empat Lawang 2 1 50
12 Kab. PALI 2 1 50
13 Kab. Musi Rawas Utara 1 1 100
14 Kota Palembang 33 33 100
15 Kota Prabumulih 4 4 100
16 Kota Pagar Alam 1 1 100
17 Kota Lubuklinggau 6 6 100

Total 89 80 89.90%

Rumah Sakit yang memiliki SPA standar ada 80 Unit (89,90%).

Dari tabel diatas jumlah Rumah Sakit di Prov Sumsel 89 unit. Jumlah

Capaian Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja
Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Rasio tenaga kesehatan | rasio 5 3,98 79,6 Tinggi
7. |dan  tenaga  medis
terhadap populasi
LKJIP Dinkes Prov. Sumsel Triwulan I 2026 46




Rasio tenaga kesehatan dan 5

tenaga medis terhadap populasi pada = 45 S
Maret 2026 ditargetkan 5 rasio dan 3§
terealisasi 3,98 atau sebesar 79,6%. Jika 3

2,5

dibandingkan dengan target yang

N

ditetapkan pada tahun 2026, maka hasil = 1,5

(IR

capaian sudah mencapai target yang

0,5
ditetapkan. 0

TW I TARGET 2026

Permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya ketersediaan tenaga
Kesehatan dan tenaga Medis, Sedangkan yang menjadi factor pendorongnya ialah

kebijakan Pemerintah daerah dalam pemenuhan SDM di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

. R Capaian Triwulan I Tahun 2026
Indikator Kinerja Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Persentase fasilitas % 86 79,4 92,3
pelayanan  kesehatan

8. dengan perbekalan
kesehatan sesuai standar

Persentase fasilitas
pelayanan  kesehatan  dengan
perbekalan  kesehatan  sesuai
standar sampai Maret 2026
ditargetkan 86% dan terealisasi
79,4 atau sebesar 92,3%. Jika
dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada tahun 2026, maka
hasil capaian sudah melebihi

target yang ditetapkan. Triwulan | Target 2026
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Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum ada realisasi fisik ataupun realisasi keuangan pada TW I tahun 2026

2. Belum maksimalnya Penerapan aplikasi Bank data e logistik, Selena, dan
Simona dalam menginput data oleh petugas Puskesmas dan
Kabupaten/Kota sehingga data yang diperoleh belum maksimal.

3. Masih kurangnya kepatuhan pengisian aplikasi Bank data e logistik,
Selena, dan Simona, Smile dalam menginput data oleh petugas Puskesmas
dan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 15 menyebabkan data yang
diperoleh belum maksimal

4. Masih kurangnya kepatuhan dalam Stock Opname bulanan oleh Puskesmas
dan Dinkes Kab/Kota sehingga capaian SO dibawah 100%

3 Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya
Hidup Sehat

Indikator Kineria Capaian Triwulan I Tahun 2026
! Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Kategori
Indeks Keluarga Sehat indeks 0,345 N/A N/A
9.
Faktor Penghambat :

a.  Dinkes Prov. Sumsel tidak dapat menyediakan data IKS karena tidak
tersedia lagi instrument pencatatan dan pelaporan mulai dari tingkat
Puskesmas

b.  Aplikasi Keluarga Sehat sebagai instrument pencatatan dan pelaporan
tidak bisa diakses sejak Desember 2024 tanpa pemberitahuan sebelumnya
sehingga Kabupaten/Kota dan Puskesmas belum sempat mendownload
raw data untuk diolah manual, sedangkan back-up data yang sudah dientry
ke aplikasi Keluarga Sehat juga tidak ada.

c.  IKSyang terdiri atas 12 indikator tidak dapat diambil datanya dari masing-

masing indikator, karena definisi operasional yang berbeda serta sasaran
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yang berbeda pula (sasaran IKS adalah keluarga, sasaran indikator dalam
IKS adalah individu)

Tidak ada arahan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan PIS-PK
dengan indikator IKS, hal ini sesuai dengan telah berakhirnya RPJMN
2019 — 2024, dan dengan terbitnya PMK Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 — 2029 tidak lagi
mencantumkan indikator IKS ataupun PIS-PK

Akan ditemui hambatan besar dalam pelaksanaan PIS-PK untuk
mendapatkan IKS sehubungan dengan Puskesmas sedang difokuskan pada
Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC) Presiden sejak Februari 2025 dalam tatakelola Puskesmas berupa
Integrasi Layanan Primer (ILP)

Tidak tersedianya lagi penganggaran kegiatan PIS-PK di Kab/Kota dan
Puskesmas

Masih kurangnya dukungan lintas program

Kunjungan rumah oleh nakes dalam PIS-PK berbeda tatacaranya dengan

kunjungan rumah dalam ILP yang dilakukan oleh kader

Perubahan IKS Kabupaten/kota Tahun 2021 — 2024

4
B

Kabupaten/
Kota

IKS 2019

IKS 2020

IKS 2021

IKS 2022

IKS 2023

IKS 2024

OKU

0.362

0.297

0.285

0.276

0.277

0.277

OKI

0.039

0.074

0.09

0.101

0.104

0.119

Muara Eniim

0.121

0.212

0.261

0.304

0.341

0.377

Lahat

0.097

0.136

0.145

0.148

0.162

0.17

Musi Rawas

0.08

0.107

0.136

0.177

0.196

0.203

Musi B anyuasin

0.094

0.153

0.266

0.299

0.335

0.339

Banyuasin

0.065

0.191

0.097

0.124

0.173

0.372

OKUS

0.045

0.081

0.112

0.121

0.158

0.162

RoR I~ N I [« S |V S N [PV | CI )

OKUT

0.333

0.118

0.117

0.127

0.125

0.127

[
=]

Ogan Tir

0.087

0.113

0.128

0.135

0.149

0.152

[
[

Empat Lawang

0.295

0.087

0.087

0.09

0.092

0.225

-
[

PALT

0.172

0.182

0.129

0.194

0.229

0.23

-
W

Muratara

0.082

0.084

0.092

0.115

0.216

0.216

—

Palembang

0.302

0.285

0.322

0.504

0.694

0.735

—
n

Prabumulih

0.194

0.175

0.237

0.124

0.551

0.551

[
[}

Pagar Alam

0.186

0.129

0.124

0.271

0.128

0.185

[
~l

Lubuk Linggau

0.196

0.125

0.231

0.444

0.293

0.298
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3.3 Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumater Selatan

Keuangan Perangkat
Daerah

kegiatan administrasi
keuangan

Indikator % Menunjang
No | Tujuan/Sasaran .. . Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
1 Meningkatnya Maju 20% Program Penunjang Persentase kegiatan 20% Menunjang
Tata Kelola Pelayanan Urusan Pemerintahan penunjang urusan
Pemerintahan Publik Daerah Provinsi pemerintahan daerah
Berkualitas provinsi yang terlaksana
Kegiatan Perencanaan, Persentase terlaksananya 20%
Penganggaran dan kegiatan perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan
Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat
daerah
Subkegiatan Koordinasi | Jumlah Laporan Capaian | 1 Laporan
dan Penyusunan Laporan | Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja | dan Laporan Hasil
SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Persentase terlaksananya 20%
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja |% Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Orang yang 3 bulan
Gaji dan Tunjangan ASN | Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
(1212/o1/bln)
Subkegiatan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen 1 dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian / Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Subkegiatan Koordinasi | Jumlah Laporan keuangan| 0 laporan
dan penyusunan Laporan | akhir tahun SKPD dan
keuangan akhir tahun laporan hasil koordinasi
SKPD penyusunan laporan
keuangan akhir
tahunSKPD
Kegiatan Administrasi Persentase Terlaksananya 20%
Barang Milik Daerah pada | kegiatan administrasi
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah
Subkegiatan Pengamanan | Jumlah Dokumen 0 dokumen
Barang Milik Daerah Pengamanan Barang
SKPD Milik Daerah SKPD
Kegiatan Administrasi Persentase Terlaksananya 20%

Kepegawaian Perangkat
Daerah

kegiatan administrasi
kepegawaian
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja |% Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Pendidikan | Jumlah Pegawai 2 orang
dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang 0 orang
Perundang-Undangan mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Kegiatan Administrasi Persentase terlaksananya 20%
Umum Perangkat Daerah | kegiatan administrasi
Umum
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Paket Komponen 0 paket
Komponen Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Paket Peralatan 0 paket
Peralatan Rumah Tangga | Rumah Tangga yang
Disediakan
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Paket Bahan 0 paket
Bahan Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Paket Barang 0 paket
Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan yang disediakan
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran In(!lkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Dokumen Bahan | 0 dokumen
Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan
Undangan yang Disediakan
Subkegiatan Jumlah Laporan 1 laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan
SKPD Konsultasi SKPD
Subkegiatan Dukungan Jumlah Dokumen 0 dokumen
Pelaksanaan Sistem Dukungan Pelaksanaan
Pemerintahan Berbasis Sistem Pemerintahan
Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada
SKPD
Kegiatan Pengadaan Persentase terlaksananya 20%
Barang Milik Daerah kegiatan Pengadaan
Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel 0 Paket
yang disediakan
Subkegiatan Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan| 0 unit

Peralatan dan Mesin
Lainnya

Mesin Lainnya yang
Disediakan
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran In(!lkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Kegiatan Penyediaan Jasa | Persentase terlaksananya 20%
Penunjang Urusan kegiatan penyediaan jasa
Pemerintahan Daerah penunjang urusan
pemerintah daerah
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan 0 laporan
Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan 1 laporan
Jasa Komunikasi, Sumber | Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Laporan 1 laporan
Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Persentase terlaksananya 20%

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

kegiatan pemeliharaan
barang milik Daerah
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Kendaraan Dinas 8 unit
Jasa Pemeliharaan, Biaya | Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan | Lapangan yang Dipelihara
Perizinan Kendaraan dan Dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Perizinannya
Lapangan
Subkegiatan Jumlah Gedung Kantor 0 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi | dan Bangunan Lainnya
Gedung Kantor dan yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Subkegiatan Jumlah Sarana dan 0 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Prasarana Gedung Kantor
Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya
Gedung Kantor atau yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Kegiatan Peningkatan Persentase terlaksananya 20%
Pelayanan BLUD kegiatan peningkatan
pelayanan BLUD
Subkegiatan Pelayanan Jumlah BLUD yang 0 Unit

dan Penunjang Pelayanan

BLUD

Menyediakan Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan
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Menunjang

Maintainance Center yang
Disediakan dan
Dipelihara

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
2 Meningkatnya Persentase 102 % Program Pemenuhan Persentase pemenuhan 20% Menunjang
akses masyarakat | penduduk Upaya Kesehatan upaya kesehatan
terhadap yang memiliki Perorangan Dan Upaya | perorangan dan upaya
pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat | kesehatan masyarakat
kesehatan yang | Kesehatan
berkualitas (UHC
Pelayanan
Kesehatan)
Persentase 140 % Kegiatan Penyediaan Persentase Penyediaan 20%
Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Fasilitas Pelayanan,
Obat dan Sarana, Prasarana dan Sarana, Prasarana dan
Vaksin Sesuai Alat Kesehatan untuk Alat Kesehatan untuk
Kebutuhan UKP Rujukan, UKM dan | UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Persentase 100 % Subkegiatan Pengadaan Jumlah Alat Uji dan 0 unit
Rumah Sakit dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi pada Unit
Rujukan Kalibrasi Pemeliharaan Fasilitas
Provinsi yang Kesehatan
Terakreditasi Regional/Regional
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Distribusi Jumlah Dokumen 0 dokumen
Alat Kesehatan, Obat, Distribusi Alat Kesehatan,
Vaksin, Makanan dan Obat, Vaksin, Makanan
Minuman serta Fasilitas | dan Minuman serta
Kesehatan Lainnya Fasilitas Kesehatan
Lainnya

Subkegiatan Pengadaan Jumlah Obat, Vaksin, 0 paket
Obat, Vaksin, Makanan Makanan dan Minuman
dan Minuman serta serta Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan
Lainnya

Persentase 1,04% Kegiatan Penyediaan Persentase Penyediaan 20%

Stunting pada Layanan Kesehatan untuk | Layanan Kesehatan untuk

anak balita UKP Rujukan, UKM dan | UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Penduduk yang 0 orang
Pelayanan Kesehatan bagi | Mendapatkan Layanan
Penduduk Terdampak Kesehatan yang
Krisis Kesehatan Akibat | Terdampak Krisis
Bencana dan/atau Kesehatan Akibat

Berpotensi Bencana

Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
Provinsi Sesuai Standar
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Penduduk yang 0 orang
Pelayanan Kesehatan bagi | Mendapatkan Layanan
Penduduk pada Kondisi Kesehatan pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa Kejadian Luar Biasa
(KLB) Provinsi yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan
Sesuai Standar
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Ibu | Pengelolaan Pelayanan
dan Anak Kesehatan Ibu dan Anak
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Usia | Pengelolaan Pelayanan
Produktif Kesehatan Usia Produktif
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Usia | Pengelolaan Pelayanan
Lanjut Kesehatan Usia Lanjut
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Gizi | Pengelolaan Pelayanan
Masyarakat Kesehatan Gizi
Masyarakat
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen

Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran In(!lkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan
Lingkungan Kesehatan Lingkungan
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Promosi Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Promosi Kesehatan
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan
Tradisional, Akupuntur, Kesehatan Tradisional,
Asuhan Mandiri dan Akupuntur, Asuhan
Tradisional Lainnya Mandiri dan Tradisional
Lainnya
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan
Penyakit Menular dan Kesehatan Penyakit
Tidak Menular Menular dan Tidak
Menular
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Pelayanan Kesehatan Haji | Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Haji
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen

Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran In(!lkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Jaminan Kesehatan Pengelolaan Jaminan
Masyarakat Kesehatan Masyarakat
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 1 dokumen
Surveilans Kesehatan Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Subkegiatan Koordinasi | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
dan Sinkronisasi Koordinasi dan
Penerapan SPM Bidang Sinkronisasi Penerapan
Kesehatan Lintas SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota Lintas Kabupaten/Kota
Subkegiatan Investigasi Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Lanjutan Kejadian Ikutan | Investigasi Lanjutan
Pasca Imunisasi dan Kejadian Ikutan Pasca
Pemberian Obat Massal Imunisasi dan Pemberian
oleh Kabupaten/Kota Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota
Subkegiatan Verifikasi Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen

dan Penilaian Kelayakan
Puskesmas untuk
Registrasi Puskesmas

Verifikasi dan Penilaian
Kelayakan Puskesmas
untuk Registrasi
Puskesmas
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Penyediaan | Jumlah Public Safety 0 unit
dan Pengelolaan Sistem Center (PSC 119)
Penanganan Gawat Tersedia, Terkelola dan
Darurat Terpadu (SPGDT) | Terintegrasi dengan
Rumah Sakit dalam Satu
Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
Rujukan dan Rujuk Balik | Pengelolaan Rujukan dan
Rujuk Balik
Subkegiatan Upaya Jumlah dokumen hasil 0 dokumen
Pengurangan Risiko Krisis | Upaya Pengurangan
Kesehatan Risiko Krisis Kesehatan
Kegiatan Penyelenggaraan | Persentase terlaksananya 20%
Sistem Informasi kegiatan sistem informasi
Kesehatan secara Kesehatan
Terintegrasi
Subkegiatan Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen

Data dan Informasi
Kesehatan

Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
3 Meningkatnya Persentase 231,8 % | Kegiatan Penerbitan Izin | Persentase Fasilitas 20%
mutu pelayanan | Fasilitas Rumah Sakit Kelas B dan | Pelayanan Kesehatan
kesehatan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Terakreditasi paripurna
Kesehatan Kesehatan Tingkat Daerah
Terakreditasi Provinsi
paripurna
Subkegiatan Pengendalian | Jumlah Rumah Sakit 0 Unit
dan Pengawasan serta Kelas B dan fasyankes
Tindak Lanjut Perizinan | yang
Rumah Sakit Kelas B dan | dikendalikan,diawasi, dan
Fasilitas Pelayanan ditindaklanjuti
Kesehatan perizinannya
Subkegiatan Peningkatan | Jumlah RS yang 0 Unit
Tata Kelola Rumah Sakit | melakukan peningkatan
tata kelola sesuai standar
Subkegiatan Peningkatan | Jumlah rumah sakit yang 0 Unit
Mutu Pelayanan Fasilitas | memiliki sarana prasarana
Kesehatan dan alat kesehatan sesuai
standard
Rasio tenaga 79,6 % Program Peningkatan Terlaksananya 20% Menunjang
kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya | peningkatan kapasitas
tenaga medis Manusia Kesehatan SDMK
terhadap
populasi
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang

Persentase 20 % Kegiatan Perencanaan Persentase terlaksananya 20%
terlaksananya Kebutuhan Sumber Daya | kegiatan Perencanaan
kegiatan Manusia Kesehatan untuk | Kebutuhan Sumber Daya
Perencanaan UKM dan UKP Provinsi | Manusia Kesehatan untuk
Kebutuhan UKM dan UKP Provinsi
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
untuk UKM
dan UKP
Provinsi

Subkegiatan Pemenuhan | Jumlah Sumber Daya 0 orang

Kebutuhan Sumber Daya | Manusia Kesehatan yang

Manusia Kesehatan Memenuhi Standar di

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)

Subkegiatan Distribusi Jumlah Sumber Daya 0 orang

dan Pemerataan Sumber | Manusia Kesehatan yang

Daya Manusia Kesehatan | Terdistribusi
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran In(!lkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Kegiatan Pengembangan | Persentase terlaksananya 20%
Mutu dan Peningkatan kegiatan Pengembangan
Kompetensi Teknis Mutu dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia Kompetensi Teknis
Kesehatan Tingkat Daerah | Sumber Daya Manusia
Provinsi Kesehatan Tingkat
Daerah Provinsi
Subkegiatan Peningkatan | Jumlah Sumber Daya 0 orang
Kompetensi dan Manusia Kesehatan
Kualifikasi Sumber Daya | Kompetensi dan
Manusia Kesehatan Kualifikasi Meningkat
Subkegiatan Pembinaan | Jumlah Dokumen Hasil | 0 dokumen
dan Pengawasan Sumber | Pembinaan dan
Daya Manusia Kesehatan | Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Persentase 79,4% Program Sediaan Persentase Cakupan 20% Menunjang
Cakupan Farmasi, Alat Kesehatan | Sediaan Farmasi, Alat
Sediaan Dan Makanan Dan Kesehatan dan

Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan dan
Minuman

Minuman

Makanan dan Minuman
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Menunjang

Kemitraan, Peningkatan
Peran Serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja |% Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Persentase 25% Kegiatan Penerbitan Tersedianya sarana 1 dokumen
pedagang Pengakuan Pedagang penyalur alkes yang
besar farmasi Besar Farmasi (PBF) memenuhi Syarat Cara
(PBF) cabang Cabang dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan
yang mampu Penyalur Alat Kesehatan | yang Baik (CDAKB)
memelihara (PAK)
persyaratan
perizinan
Subkegiatan Pengendalian | Jumlah PBF Cabang dan | 0 sarana
dan Pengawasan serta Cabang PAK yang
Tindak Lanjut Penerbitan | Dikendalikan dan Diawasi
Pengakuan PBF Cabang | dalam rangka Penerbitan
dan Cabang PAK dan Tindaklanjut
Penerbitan Perizinan
4 | Meningkatnya Persentase Program Pemberdayaan | Persentase Rumah % Menunjang
kemandirian Rumah Masyarakat Bidang Tangga ber-PHBS
masyarakat untuk| Tangga ber- Kesehatan
hidup Sehat PHBS
Kegiatan Advokasi, Persentase posyandu %
Pemberdayaan, aktif
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Menunjang

No | Tujuan/Sasaran Impkat.or %. Program / Kegiatan Indikator Kinerja % Capaian| /Tidak
Kinerja Capaian .
Menunjang
Subkegiatan Peningkatan | Jumlah Dokumen Hasil 0
Upaya Advokasi Advokasi Kesehatan, dokumen
Kesehatan, Pemberdayaan,
Pemberdayaan, Penggalangan
Penggalangan Kemitraan, | Kemitraan, Peran serta
Peran serta Masyarakat Masyarakat dan Lintas
dan Lintas Sektor Tingkat | Sektor Tingkat Daerah
Daerah Provinsi Provinsi
Kegiatan Pelaksanaan Tersedianya dokumen 1
Komunikasi Informasi desa siaga aktif purnama | dokumen
dan Edukasi (KIE) dan mandiri
Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat dalam rangka
Promotif Preventif
Tingkat Daerah Provinsi
Sub kegiatan Jumlah dokumen hasil 0
Penyelenggaraan Promosi | Promosi Kesehatan dan dokumen

Kesehatan dan Prilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Prilaku Hidup Bersih
dan Sehat
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3.4 Akuntabilitas Keuangan

Sampai Maret 2026 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 5 program 18 kegiatan dan total sub
kegiatan sebanyak 60 jenis. Alokasi anggaran Belanja Langsung yang diperoleh
Maret 2026 sebesar Rp
456.345.269.563,00 dan terealisasi sebesar Rp 53.147.519.191,00 atau sebesar

oleh Dinas Kesehatan sampai semula adalah

11,65 persen untuk realisasi keuangan dan 16,09 persen untuk realisasi fisik.

Secara detail alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian

menurut Program dan Kegiatan pembangunan kesehatan sampai Maret 2026 di

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sampai

Maret 2026
. Pagu Anggaran Realiasi Capaian
Program/Kegiatan/ Sub . -

No g Kegiagtan Indikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
PROGRAM PENUNJANG . 256.801.335.963 52.947.946.291 20,62
URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase kegiatan
DAERAH PROVINSI penunjang urusan

pemerintahan daerah provinsi
yang terlaksana
558.040.000 78.854.381 14,13
Perencanaan, Persentase terlaksananya
I Penganggaran, dan kegiatan perencanaan,
Evaluasi Kinerja penganggaran, dan evaluasi
Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah
558.040.000 78.854.381 14,13
Koordinasi dan qulah Laporan .Capalan. .
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
. . Kinerja SKPD dan Laporan
1 Capaian Kinerja dan . e
. .o~ .. | Hasil Koordinasi Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Kinerja . R
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
230.500.845.554 50.968.641.335 22,11
- . Persentase terlaksananya
Administrasi Keuangan . .. .
I kegiatan administrasi
Perangkat Daerah .
kepegawaian
) Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 229.890.845.554 50.882.081.335 22,13
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN
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N Program/Kegiatan/ Sub Indik Kinert Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
o Kegiatan ndikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
550.000.000 86.560.000 15,74
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
3 Penatausahaan dan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan
Keuangan SKPD SKPD
60.000.000 0 0,00
L Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan
Penyusunan Laporan . .
4 ; Laporan Hasil Koordinasi
Keuangan Akhir Tahun
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Persentase Terlaksananya 76.000.000 0 0,00
III | Milik Daerah pada kegiatan administrasi Barang
Perangkat Daerah Milik Daerah
5 Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan 76.000.000 0 0,00
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Persentase Terlaksananya 336.000.000 17.980.000 5,35
IV | Kepegawaian kegiatan administrasi
Perangkat Daerah kepegawaian
) 300.000.000 17.980.000 5,99
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan
. Tugas dan Fungsi yang
6 | Pegawai Berdasarkan o L
Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
7 Sosialisasi Peraturan Jumlah peraturan perundang- 36.000.000 0 0,00
Perundang- Undangan undangan
v Administrasi Umum Persentase terlaksananya 2.001.000.000 334.363.557 16,71
Perangkat Daerah kegiatan administrasi Umum
) 100.000.000 0 0,00
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
3 Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan 225.000.000 0 0,00
Penyediaan Peralatan
9 Rumah Taneea Perlengkapan Kantor yang
£8 Disediakan
10 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 240.000.000 8.625.000 3,59
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
. 500.000.000 149.950.000 29,99
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan ’
11 | Cetakan dan dan Penggandaan yang
Penggandaan disediakan
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N Program/Kegiatan/ Sub Indik Kinert Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
o Kegiatan ndikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
2.000.000 0 0,00
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
12 | Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan Undangan yang Disediakan
720.000.000 175.788.557 24,42
Jurnlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
.S Penyelenggaraan Rapat
13 | Koordinasi dan .o .
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
214.000.000 0 0,00
Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan
14 Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem
Berbasis Elektronik pada | Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
1.800.000.000 0 0,00
Pengadaan Barang Persentase terlaksananya
VI Milik Daerah kegiatan Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah
15 | Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang Disediakan 450.000.000 0,00
16 Pengadaan Peralatan dan | Jumlah Unit Peralatan dan 1.350.000.000 0,00
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan
11.174.450.409 1.262.000.793 11,29
. Persentase terlaksananya
Penyediaan Jasa . . .
. kegiatan penyediaan jasa
VII | Penunjang Urusan . .
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah
daerah
17 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 4.000.000 0 0,00
Menyurat Jasa Surat Menyurat
. . 2.539.750.4 243.805.
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 539.750.409 3.805.793 2,60
18 | Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan
' Jumlah Laporan Penyediaan 8.630.700.000 1.018.195.000 11,80
Penyediaan Jasa
19 Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pelayanan Umum Kantor LU
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang 6.855.000.000 286.106.225 4,17
- Persentase terlaksananya
VII | Milik Daerah . .
. kegiatan pemeliharaan
T | Penunjang Urusan barang milik Daerah
Pemerintahan Daerah g
Penyediaan Jasa 900.000.000 267.956.225 29,77
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas
20 Pemeliharaan, Pajak dan | Operasional atau Lapangan

Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

yang Dipelihara dan Dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
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N Program/Kegiatan/ Sub Indik Kinert Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
0 Kegiatan ndikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
. o .405.000.
Pemeliharaan/Rehabilitas | Jumlah Gedung Kantor dan 3-405.000.000 0 0,00
21 | i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitas 550.000.000 18.150.000 3,30
. Jumlah Sarana dan Prasarana
i Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
22 | Pendukung Gedung .
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
. Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
3.500.000.000 0 0,00
. Persentase terlaksananya
Peningkatan Pelayanan . .
IX BLUD kegiatan peningkatan
pelayanan BLUD
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang 3-500.000.000 0 0,00
23 | Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan dan
BLUD Penunjang Pelayanan
PROGRAM PEMENUHAN 198.003.933.600 199.572.900 0,10
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN Jumlah Kematian Ibu
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas 15.640.000.000 0 0,00
Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Persentase Ketersediaan Obat
I Keschatan untuk UKP dan Vaksin sesuai kebutuhan
Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi 80.000.000 0 0,00
pada Unit Pemeliharaan
Pengadaan dan o
. Fasilitas Kesehatan
24 | Pemeliharaan Alat . .
. . Regional/Regional
Kalibrasi T
Maintainance Center yang
Disediakan dan Dipelihara
istribusi 360.000.000 0 0,00
Distribusi Alat . Jumlah Dokumen Distribusi
Kesehatan, Obat, Vaksin, .
; Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
25 | Makanan dan Minuman .
o Makanan dan Minuman serta
serta Fasilitas Kesehatan o .
. Fasilitas Kesehatan Lainnya
Lainnya
) ) 15.200.000.000 0 0,00
Pengadaan Obat, Vaksin, | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan
2 Makanan dan Minuman dan Minuman serta Fasilitas
serta Fasilitas Kesehatan | Kesehatan Lainnya yang
Lainnya Disediakan
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Program/Kegiatan/ Sub ) o Pagu Anggaran Realiasi Capaian
No Kegiatan Indikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
Penyediaan Layanan 181.622.461.600 199.572.900 0,11
Kesehatan untuk UKP Prevalensi Stunting pada
11 | Rujukan, UKM dan Baiivta enstStunting p
UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi
340.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk yang
. Mendapatkan Layanan
Kesehatan bagi
Kesehatan yang Terdampak
Penduduk Terdampak . .
27 .. . Krisis Kesehatan Akibat
Krisis Kesehatan Akibat .
Bencana dan/Atau Berpotensi
Bencana dan/atau o )
Berbotensi Bencana Bencana Provinsi Sesuai
P Standar
340.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk yang
. Mendapatkan Layanan
Kesehatan bagi ..
.. Kesehatan pada Kondisi
28 | Penduduk pada Kondisi . . .
. . Kejadian Luar Biasa Provinsi
Kejadian Luar Biasa )
(KLB) yang Mendapatkgn Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil 540.948.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan
29 Keschatan Ibu dan Anak Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
. 120.000.
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 0.000.000 0 0,00
30 | Kesehatan Usia Pengelolaan Pelayanan
Produktif Kesehatan Usia Produktif
31 Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan 50.000.000 0 0,00
Kesehatan Usia Lanjut Kesehatan Usia Lanjut
. 300.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil ’
32 | Kesehatan Gizi Pengelolaan Pelayanan
Masyarakat Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil 120.000.000 0 0,00
33 | Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Pelayanan
Olahraga Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil 1.037.722.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan
34 Kesehatan Linekunean Pengelolaan Pelayanan
giung Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil 50.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan .
35 . Pengelolaan Pelayanan Promosi
Promosi Kesehatan
Kesehatan

LKJIP Dinkes Prov. Sumsel Triwulan T 2026

71




. Pagu Anggaran Realiasi Capaian
Program/Kegiatan/ Sub . R
No Kegiatan Indikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
50.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil
Kesehatan Tradisonal, Pengelolaan Pelayanan
36 | Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional,
Mandiri dan Tradisional | Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Lainnya Tradisional Lainnya
760.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil
37 Kesehatan Penyakit Pengelolaan Pelayanan
Menular dan Tidak Kesehatan Penyakit Menular
Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil 85.670.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan
38 Kesehatan Haii Pengelolaan Pelayanan
J Kesehatan Haji
28.000.000 0 0,00
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
39 ; Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa .
(ODMK) Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK)
. Jumlah Dokumen Hasil 174.999.254.000 0 0,00
Pengelolaan Jaminan i
40 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Masyarakat
. Jumlah Dokumen Hasil 500.000.000 41.800.900 8,36
Pengelolaan Surveilans .
41 Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Kesehatan
30.221.600 0 0,00
L Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan L . .
. . Koordinasi dan Sinkronisasi
4 Sinkronisasi Penerapan Peneranan SPM Bidan
SPM Bidang Kesehatan P . &
Lintas Kabupaten/Kota Kesehatan Lintas
p Kabupaten/Kota
80.000.000 0 0,00
Pembinaan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil
43 | Upaya Pelayanan Pembinaan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Pelayanan Kesehatan
180.000.000 0 0,00
Verifikasi dan Penilaian | Jumlah Dokumen Hasil
44 Kelayakan Puskesmas Verifikasi dan Penilaian

dan Registrasi
Puskesmas

Kelayakan Puskesmas dan
Registrasi Puskesmas
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N Program/Kegiatan/ Sub Indik Kinert Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
o Kegiatan ndikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
120.000.000 0 0,00
Investigasi Lanjutan Jumlah Dokumen Hasil
Kejadian Ikutan Pasca Investigasi Lanjutan Kejadian
45 | Imunisasi dan Pemberian | Ikutan Pasca Imunisasi dan
Obat Massal oleh Pemberian Obat Massal oleh
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
300.000.000 0 0,00
Penvediaan dan Jumlah Public Safety Center
Y . (PSC 119) Tersedia, Terkelola
Pengelolaan Sistem . )
dan Terintegrasi dengan Rumah
46 | Penanganan Gawat . .
Sakit dalam Satu Sistem
Darurat Terpadu
(SPGDT) Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
. Jumlah Dokumen Hasil 1.150.646.000 0 0,00
Pengelolaan Rujukan dan . .
47 . . Pengelolaan Rujukan dan Rujuk
Rujuk Balik :
Balik
400.000.000 157.772.000 39,44
Jumlah Dokumen Hasil Upaya
48 Upaya Pengurangan Pengurangan Risiko Krisis
Risiko Krisis Kesehatan
Kesehatan
Jumlah Keluarga yang Sudah 40.000.000 0 0,00
Pengelolaan Pelayanan Dikunjungi dan Diintervensi
49 | Kesehatan Dasar Melalui | Masalah Kesehatannya oleh
Pendekatan Keluarga Tenaga
Kesehatan Puskesmas
P.enyelenggaraarf Persentase terlaksananya 211.472.000 0 0,00
Sistem Informasi . . . .
I kegiatan sistem informasi
Kesehatan secara
. . Kesehatan
Terintegrasi
Jumlah Dokumen Hasil 211.472.000 0 0,00
Pengelolaan Data dan .
50 . Pengelolaan Data dan Informasi
Informasi Kesehatan
Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah 530.000.000 0 0,00
Sak} t Kelas B dan Persentase Rumah Sakit
IV | Fasilitas Pelayanan Rujukan yang Terakreditasi
Kesehatan Tingkat L yang
Daerah Provinsi
Pengendalian dan 30.000.000 0 0,00
Pengawasan serta Tindak .
Lanjut Perizinan Rumah Jumlah Rumah Sakit yang
51 Melakukan Peningkatan Tata

Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

Kelola Sesuai Standar
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N Program/Kegiatan/ Sub Indik Kinert Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
o Kegiatan ndikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)
. Jumlah Rumah Sakit yang 200.000.000 0 0,00
Peningkatan Tata Kelola )
52 . melakukan Peningkatan Tata
Rumah Sakit .
Kelola sesuai Standar
ah Fasili N 300.000.000 0 0,00
Peningkatan Mutu Ju.m ah Fasilitas Kesehatan yang
53 | Pelayanan Fasilitas Dilakukan Pengukuran
Indikator Nasional Mutu (INM)
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
400.000.000 0 0,00
PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Puskemas yang
KAPASITAS SUMBER memiliki tenaga kesehatan
DAYA MANUSIA sesuai standard (9) jenis
KESEHATAN tenaga Kesehatan
75.000.000 0 0,00
Perencanaan Persentase terlaksananya
Kebutuhan Sumber kegiatan Perencanaan
I Daya Manusia Kebutuhan Sumber Daya
Kesehatan untuk UKM | Manusia Kesehatan untuk
dan UKP Provinsi UKM dan UKP Provinsi
] 40.000.000 0 0,00
Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Man}ma
. Kesehatan yang Memenuhi
54 | Sumber Daya Manusia A
Keschatan Standar di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Fasyankes)
Distribusi dan Jumlah Sumber Daya Manusia 35.000.000 0 0,00
>3 | Pemerataan Sumber Kesehatan yang Terdistribusi
Daya Manusia Kesehatan yang
325.000.000 0 0,00
Pengembangan Mutu Persentase terlaksananya
dan Peningkatan kegiatan Pengembangan
I Kompetensi Teknis Mutu dan Peningkatan
Sumber Daya Manusia | Kompetensi Teknis Sumber
Kesehatan Tingkat Daya Manusia Kesehatan
Daerah Provinsi Tingkat Daerah Provinsi
50.000.000 0 0,00
. .| Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan Kompetensi . . .
. . Kompetensi dan Kualifikasi
56 | dan Kualifikasi Sumber .
. Sumber Daya Manusia
Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan
275.000.000 0 0,00

Pembinaan dan
57 | Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
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N Program/Kegiatan/ Sub Indik Kinert Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
0 Kegiatan ndikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) ( /0)
PROGRAM SEDIAAN 400.000.000 0 0,00

FARMASI, ALAT Persentase Ketersediaan Obat
KESEHATAN DAN dan Vaksin sesuai Kebutuhan
MAKANAN MINUMAN
400.000.000 0 0,00
Penerbitan Pengakuan | Persentase Sarana Penyalur
Pedagang Besar Alkes yang memenuhi Syarat
I Farmasi (PBF) Cabang | Cara Distribusi Alat
dan Cabang Penyalur Kesehatan yang Baik
Alat Kesehatan (PAK) (CDAKB)
400.000.000 0 0,00
Pengendalian dan Jumlah PBF Cabang dan
. Cabang PAK yang
Pengawasan serta Tindak . . . .
- . Dikendalikan dan Diawasi
58 | Lanjut Penerbitan .
dalam rangka Penerbitan dan
Pengakuan PBF Cabang . - .
Tindaklanjut Penerbitan
dan Cabang PAK o
Perizinan
PROGRAM 740.000.000 0 0,00
PEMBERDAYAAN Persentase Rumah Tangga
MASYARAKAT BIDANG ber-PHBS
KESEHATAN
Advokasi, 340.000.000 0 0,00
Pemberdayaan,
Kemitraan,
I Peningkatan Peran Persentase Posyandu Aktif
Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat
Daerah Provinsi
Peningkatan Upaya 340.000.000 0 0,00
Advokasi Kesehatan, Jumlah Dokumen Hasil
Pemberdayaan, Advokasi Kesehatan,
59 Penggalangan Pemberdayaan, Penggalangan
Kemitraan, Peran Serta Kemitraan, Peran serta
Masyarakat dan Lintas Masyarakat dan Lintas Sektor
Sektor Tingkat Daerah Tingkat Daerah Provinsi
Provinsi
Pelaksanaan 400.000.000 0 0,00
Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE)
Perilaku Hidup Bersih .
I dan Sehat dalam Persentase Posyandu Aktif
rangka Promotif
Preventif Tingkat
Daerah Provinsi
Penyelep sgaraan Jumlah Dokumen Hasil Promosi 400.000.000 0 0,00
Promosi Kesehatan dan . .
60 . . . Kesehatan dan Perilaku Hidup
Perilaku Hidup Bersih .
Bersih dan Sehat
dan Sehat
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Program/Kegiatan/ Sub . o Pagu Anggaran Realiasi Calzaian
No Kegiatan Indikator Kinerja (Rp) Anggaran (Rp) (%)

JUMLAH (60

Kegiatan)

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Sumsel Maret 2026
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3.4.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Maret Tahun 2026
Indikator Kinerja Anggaran
. Tingkat
No Tujuan/Sasaran . % . % Efisiensi
Target | Realisasi Capaian Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) Capaian
1 | Meningkatkan Derajat | 100 30 30 256.801.335.963 | 52.947.946.291 | 20,62 9,38
Kesehatan Masyarakat
2 | Meningkatnya akses | 100 20 20 181.622.461.600 | 199.572.900 0,11 19,89
masyarakat terhadap pelayanan
Kesehatan Universal (Universal
Pelayanan Kesehatan)
3 | Meningkatnya mutu pelayanan | 100 20 20 300.000.000 0 0 0
kesehatan
4 | Meningkatnya Kesadaran dan 68 20 20 740.000.000 0 0 0
Pembentukan Komunitas Gaya
Hidup Sehat
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3.4.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Maret 2026

Indikator Kinerja Anggaran
. % Tingkat
N P / Kegiat ° oo .
0 rogram/ Keglatan Target | Realisasi /0. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | Capaia | Efisiensi
Capaian n
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 30 30 256.801.335.963 | 52.947.946.291 | 20,62 9,38
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Dacrah 100 20 20 558.040.000 78.854.381 | 14,13 5,87
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 30 30 230.500.845.554 | 50.968.641.335 | 22,11 7,89
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Dacrah 100 20 20 76.000.000 0 0 0
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 100 20 20 336.000.000 17.980.000 | 5,35 14,65
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 20 20 2.001.000.000 334.363.557 | 16,71 3,29
Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Dactah 100 20 20 1.800.000.000 0 0 0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100 20 20 11.174.450.409 |  1.262.000.793 | 1129 | 871
Pemerintahan Daerah o e i ’
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah 100 20 20 6.855.000.000 286.106.225 | 4,17 15,83
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 100 20 20 3.500.000.000 0 0 0
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Indikator Kinerja Anggaran
. % Tingkat
N P / K t ° s .
0 rogram/ Reglatan Target | Realisasi A’. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | Capaia | Efisiensi
Capaian n
2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 100 20 20 198.003.933.600 199.572.900 0,10 19,9
KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, 100 20 20 15.640.000.000 0 0 0
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah 100 20 20 181.622.461.600 199.572.900 | 0,11 19,89
Provinsi
Kegiatan Penyelengg?lraan Sl§tem Informasi 100 20 20 211.472.000 0 0 0
Kesehatan secara Terintegrasi
Kegiatan Penerbitan I1zin Rumah Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 100 20 20 530.000.000 0 0 0
Provinsi
3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 100 20 20 400.000.000 0 0 0
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 100 20 20 75.000.000 0 0 0
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 100 20 20 325.000.000 0 0 0

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
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Indikator Kinerja Anggaran
. % Tingkat
No Program / Kegiatan ° c .
g g Target | Realisasi A’. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) | Capaia | Efisiensi
Capaian n
4 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN DAN 100 20 20 400.000.000 0 0 0
MINUMAN
Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar
Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat 100 20 20 400.000.000 0 0 0
Kesehatan (PAK)
5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 68 20 20 740.000.000 0 0 0
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas 68 20 20 340.000.000 0 0 0
Sektor Tingkat Daerah Provinsi
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 68 20 20 400.000.000 0 0 0
Provinsi
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3.5 Penghargaan di Bidang Kesehatan

Sebagai salah satu bukti keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi
Sumatera Selatan, maka penghargaan yang didapatkan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dibidang kesehatan Maret 2026 yaitu :

PENGHARGAAN TANGGAL KATEGORI KETERANGAN
2 3 4 5

Penghargaan UHC | Jakarta, 27 | Pemerintah Menteri Koordinator
Awards diberikan kepada | Januari 2026 | Daerah Kategori Bidang
Pemerintah Provinsi Pratama dalam Pemberdayaan
Sumatera Selatan Sebagai pencapaian Masyarakat, Dr.
Pemerintah Daerah dengan Universal Heath HC.Drs. H. Abdul
Kategori Pratama dalam Coverage Muhaimin Iskandar,
pencapaian Universal M..Si.
Heath Coverage

1. Penghargaan UHC Awards diberikan kepada Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Pemerintah Daerah dengan
Kategori Pratama dalam pencapaian Universal Heath Coverage

PIAGAM PENGCHARGAAN

Diberikan kepada

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sebagai Pemerintah Daerah dengan KATEGORI PRATAMA
dalam Pencapaian Universal Health Coverage

Jakarta, 27 Januari 2026
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

.

Dr. HC. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
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PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE -
. AWARDS 2026

.
. M rta, 27 Januari 2026

T
=
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RAHAN PENGHARGAAN

HEALTH COVERA
'ARl'e.g 2(’5’6 GE
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PENGANUGERAHAN PENGHAI.?GAAN
UNIVERSAL HEALTH COVER
" AWARDS 2026

. B (karta, 27 Januari 2026

7

PENGANUGERAHAN PENGHAF'?GAAN
Ul AL HEALTH COVI
. AWARDS 2026

Jakarta, a uari 2026
A,
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan Triwulan 1 Tahun 2026 disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 dan
atas pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 - 2029. LKjIP dibuat dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014. Materi LKjIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I
tahun 2026 yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program dan
kegiatan yang mengacu kepada pencapaian tujuan dan tiga sasaran yang terdapat
dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

- 2029.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kesehatan tersebut
sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya
manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian dan kerjasama
antar Dinas/Badan/Instansi, dijajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari
kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
Keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan stakeholders kesehatan
lainnya yang terkait, baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi juga perlu
ditingkatkan dalam rangka pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal

di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan pencapaian dari 3 (tiga)
sasaran strategis terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 — 2029 maka telah
dilaksanakan sebanyak 5 program, 18 kegiatan dengan 60 subkegiatan. Untuk

pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan
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sebanyak 9 indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator kinerja tersebut, 6

indikator telah memenubhi target yang ditetapkan, 2 indikator mendekati progress

pencapaian dan 1 indikator masih jauh dari target yang diinginkan. Belum

tercapainya target indikator tersebut salah satunya disebabkan karena :

a.

Dinkes Prov. Sumsel tidak dapat menyediakan data IKS karena tidak
tersedia lagi instrument pencatatan dan pelaporan mulai dari tingkat
Puskesmas

Aplikasi Keluarga Sehat sebagai instrument pencatatan dan pelaporan
tidak bisa diakses sejak Desember 2024 tanpa pemberitahuan
sebelumnya sehingga Kabupaten/Kota dan Puskesmas belum sempat
mendownload raw data untuk diolah manual, sedangkan back-up data
yang sudah dientry ke aplikasi Keluarga Sehat juga tidak ada.

IKS yang terdiri atas 12 indikator tidak dapat diambil datanya dari
masing-masing indikator, karena definisi operasional yang berbeda serta
sasaran yang berbeda pula (sasaran IKS adalah keluarga, sasaran
indikator dalam IKS adalah individu)

Tidak ada arahan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan PIS-PK
dengan indikator IKS, hal ini sesuai dengan telah berakhirnya RPJIMN
2019 — 2024, dan dengan terbitnya PMK Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 — 2029 tidak lagi
mencantumkan indikator IKS ataupun PIS-PK

Akan ditemui hambatan besar dalam pelaksanaan PIS-PK untuk
mendapatkan IKS sehubungan dengan Puskesmas sedang difokuskan
pada Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC) Presiden sejak Februari 2025 dalam tatakelola Puskesmas
berupa Integrasi Layanan Primer (ILP)

Tidak tersedianya lagi penganggaran kegiatan PIS-PK di Kab/Kota dan
Puskesmas

Masih kurangnya dukungan lintas program

Kunjungan rumah oleh nakes dalam PIS-PK berbeda tatacaranya dengan

kunjungan rumah dalam ILP yang dilakukan oleh kader
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Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan
I tahun 2026 ini masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum
dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan.
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi
kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini di masa yang akan datang sangat

kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026 ini sebagai sarana
pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja pada tahun
2026, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan

dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

mbang, Mei 2026
{@pala Dinas Kesehatan

&
*

/] —

“S—__df. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp. KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2026

SKPD : DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL
RENCANA TINGKAT
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja CAPATAN
Satuan Target
Usia Harapan Hidu
1 Tujuan 1 : Meningkatnya (UHH) P P Tahun 74.71
Derajat Kesehatan Masyarakat - -
2 Prevelensi Stunting % 13,8
3 Angka Kematian Ibu 1/(1(1)01;(.)00 109
Sasaran 1 : Meningkatnya (AKI) eh?d tran
akses masyarakat terhadap 1cup
pelayanan Keschatan Persentase Cakupan
Universal (Universal .
4 Jaminan Kesehatan % 98.5
Pelayanan Kesehatan) .
Nasional
Sasaran 2 : Meningkatnya Persentase Fasilitas
5 Kualitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Keschatan % 50
Terakreditasi paripurna
Persentase Kab / Kota
dengan Fasilitas o
6 Pelayanan Kesehatan % 86
sesuai standar
Rasio tenaga kesehatan
7 dan tenaga medis terhadap rasio 5
populasi
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan o
8 dengan perbekalan % 86
kesehatan sesuai standar
Sasaran 3 :Meningkatnya
9 Kesadaran dan Pembentukan | Indeks Keluarga Sehat indeks 0.345
Komunitas Gaya Hidup Sehat

NIP. 19660909 200604 1 008




FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TRIWULAN I TAHUN 2026

SKPD : DINAS KESEHATAN PROYV. SUMSEL

RENCANA TINGKAT Tingkat
No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja CAPAIAN Realisasi | Capaian
Satuan Target (%)
1 Tujuan 1 : Meningkatnya Usia Harapan Hidup Tahun 74,71 74,76 100
Derajat Kesehatan (UHH)
2 Masyarakat Prevelensi Stunting % 13,8 0,91 6,59
Sasaran 1 : Meningkatnya
akses masyarakat terhadap . /100.000
3 pelayanan Kesehatan éﬁ%l;; Kematian Ibu kelahiran 109 8,59 0,078
Universal (Universal hidup
Pelayanan Kesehatan)
Persentase Cakupan
4 Jaminan Kesehatan % 98,5 100,18 101,71
Nasional
Sasaran 2 : Meningkatnya :Eeggfg llzzzlelllfztsan
5 Kualitas Pelayanan yanan % 50 68,97 229,9
Terakreditasi
Kesehatan .
paripurna
Persentase Kab / Kota
dengan Fasilitas o
6 Pelayanan Kesehatan & 86 36,11 67,60
sesuai standar
Rasio tenaga
7 kesehatan dan tenaga rasio 5 3.98 79.6
medis terhadap
populasi
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
8 dengan perbekalan % 86 79,4 92,3
kesehatan sesuai
standar
Sasaran 3 :Meningkatnya
Kesadaran dan Indeks Keluarga .
0 Pembentukan Komunitas Sehat indeks 0,345 N/A N/A
Gaya Hidup Sehat

NIP. 19660909 200604 1 008

H. Trisnawarman, M.Kes,Sp. KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
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